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 ABSTRAK 
 
Ahmad Rafdi Qastari (B111 12 382), “Persaingan Usaha Kafe Dan 
Warung Kopi Di Kota Watampone (Suatu Tinjauan Antropologi 
Hukum)” (Di bimbing oleh Irwansyah, selaku Pembimbing I dan 
Wiwie Heryani selaku Pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persaingan 
usaha antara kafe dan warung kopi di Kota Watampone dari segi 
antropologi hukum serta perlindungan hukum terhadap warung kopi 
atas maraknya keberadaan kafe di Kota Watampone. 
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Watampone karena banyaknya 
menjamur kafe akhir-akhir ini yang menjadi saingan bagi warung kopi 
dan masyarakat sebagai pelaku usaha dalam hal ini pemilik, dinas 
perindustrian dan perdagangan serta dinas kebudayaan dan pariwisata 
selaku instansi yang bertanggungjawab atas usaha yang didirikan di 
Kota Watampone. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain 
adalah: 1.) Sebagian besar Kafe-kafe yang muncul belakang ini belum 
mengantongi atau belum melengkapi perizinan usaha dalam hal ini 
SITU SIUP dan rekomendasi dari Dinas kebudayaan dan pariwisata. 
Sedangkan besar para pemilik warkop yang telah menjalankan 
usahanya belasan sampai puluhan tahun yang sudah memiliki 
perizinan usaha yang penulis temukan sebagian besar adalah etnis 
minoritas lebih memilih membiarkan masalah tersebut karena menurut 
mereka fenomena kafe ini akan berakhir sama dengan karakter 
masyarakat Kota Watampone yang latah akan hal baru dan juga tidak 
ada teguran dari pemerintah setempat. 2.) Perlindungan hukum 
terhadap warung kopi tentunya jelas ada seiring dengan terdaftarnya 
usaha mereka seperti pemodalan, keamanan, dan pembinaan. 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Warung adalah usaha kecil milik keluarga yang berbentuk kedai, 
kios, toko kecil, atau restoran sederhana, istilah warung dapat 
ditemukan di Indonesia dan Malaysia. Warung adalah salah satu 
usaha mikro dan juga bagian penting dalam kehidupan keseharian 
rakyat Indonesia. Sementara warung yang menjual makanan 
umumnya dapat menjual penganan sederhana gorengan seperti 
pisang goreng dan kopi. Selain menjual masakan Indonesia, beberapa 
warung menjual makanan asia dan barat, makanan seperti nasi 
goreng dan mie goreng lazim ditemukan di warung. Istilah warung 
juga merujuk kepada toko atau kedai, dan menjadi dasar istilah lain.1 
Termasuk pada warung kopi, diadobsi dari kata warung yang dibubuhi 
dengan kata kopi. 
Seiring dengan perkembangan fasilitas yang ada, warung kopi 
terus memberikan desain tempat yang modern dan tentunya tidak 
lepas dari kesan kopinya, hal ini juga memberikan terobosan baru 
pada cita rasa kopi yang ditawarkan. Dulunya warung kopi hanya 
menawarkan kopi yang diseduh menggunakan air panas sekarang 
sudah memakai alat dan mesin kopi yang memberikan cita rasa 
                                                          
1 Wikipedia Ensiklopedia Bebas. (Anonim). https://id.wikipedia.org/wiki/Warung. 
Pada tanggal 2 Maret 2015 pukul 22.26 WITA. 
 tersendiri bagi penikmatnya, hal ini senada dengan anggapan 
masyarakat Indonesia bahwa ada harga kualitas. 
Selain warung kopi juga memiliki penikmat tersendiri, biasanya para 
penikmat ini berusia antara dua puluh tahun sampai dengan lima 
puluh tahun yang dimana biasanya memilih tempat warung kopi untuk 
untuk hanya sekedar berbincang-bincang ringan antara teman dan 
sahabat atau bahkan digunakan untuk melakukan pertemuan bagi 
sekelompok orang-orang yang mendiskusikan sesuatu yang bersifat 
rahasia yang dimana tempat ini sangat cocok untuk itu, selain tempat 
ini tidak terlalu formal dan mengikat, harga dari jasa warung kopi tidak 
semahal dengan restoran-restoran, katakanlah misalnya tim sukses 
dari satu pasangan calon bupati atau bakal calon anggota DPR. 
Seiring dengan perkembangan teknologi dan gaya hidup masyarkat 
perkotaan yang menjadikan nongkrong sebagai salah satu lifestyle, 
warung kopi yang biasanya hanya menyediakan kopi dan gorengan, 
kini mulai bertransformasi menjadi warung yang lebih modern, hal ini 
memicu juga banyaknya muncul dan berkembang tempat-tempat 
hang-out atau hanya sekedar tempat nongkrong yang cocok untuk 
segala umur yang penulis mengategorikannya termasuk kafe dan juga 
masuk sebagai bentuk usaha kecil karena pendapatan pertahunnya di 
atas Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sesuai dengan yang 
disebutkan di Pasal 6 UU. No 20 Tahun 2008 tentang Koperasi dan 
UMKM. 
 Secara tidak langsung kafe-kafe di Kota Watampone ini mulai 
menjadi peluang usaha yang menjanjikan bagi pemilik usaha tersebut. 
Bagaimana tidak, kafe-kafe ini selain memiliki fasilitas penunjang bagi 
para pengunjungnya seperti halnya wi-fi, live-music, dan juga desain 
yang unik membuat kepentingan dari berbagai lapisan masyarakat di 
Kota Watampone bisa terpenuhi. Halnya dengan para pekerja 
kantoran dan remaja yang bisa mengerjakan tugasnya di kafe dengan 
didukung oleh wi-fi dengan kecepatan yang cukup bagus, selain itu 
bagi kalangan tertentu untuk mencari hiburan baik itu perorangan 
maupun keluarga misalnya bisa berkunjung ke kafe karena adanya 
hiburan seperti live-music. Dan masih banyak hal lainnya alasan 
mengapa kafe-kafe di Kota Watampone ini laris dikunjungi setiap 
harinya. 
Melihat banyaknya kafe yang menjamur setahun atau dua tahun 
belakangan ini  apakah  hal ini membuat berkurangnya kesempatan 
bersaing warung kopi terhadap kafe-kafe yang setiap malam penuh 
dengan pengunjung,. apakah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 
Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 
Sehat dapat memberi solusi terhadap masalah ini. 
Dari permasalahan di atas penulis berusaha mengangkat 
permasalahan persaingan usaha antara warung kopi dan kafe di Kota 
Watampone dengan tinjauan antropologi hukumnya. 
 
 B. Rumusan Masalah 
Adapun beberapa isu atau rumusan masalah yang akan diuraikan 
sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah persaingan usaha antara kafe dan warung kopi di 
Kota Watampone dari perspektif antropologi hukum? 
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap warung kopi di Kota 
Watampone? 
C. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk: 
1. Mengetahui persaingan usaha antara kafe dan warung kopi di Kota 
Watampone dari perspektif antropologi hukum. 
2. Mengetahui perlindungan hukum untuk warung kopi di Kota 
Watampone. 
D. Kegunaan Penelitian 
1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 
masyarakat dan pemerintah mengenai dampak maraknya 
keberadaan kafe terhadap warung kopi di Kota Watampone. 
2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan kritikan 
bagi pemerintah dan penegak hukum agar selalu memperhatikan 
bentuk-bentuk usaha warung kopi atau kafe  di Kota Watampone 
baik dari segi tempat, makanan bahkan periziannya. 
 
 
 BAB II 
TINJAUAN  PUSTAKA 
A. Antropologi Hukum 
1. Pengertian antropologi  
Antropologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia 
baik dari segi tubuhnya maupun dari segi budayanya, logi fisik 
dibedakan antara paleo antropologi dan antropoogi fisik dalam arti 
sempit. Paleo antropologi mempelajari asal-usul terjadinya 
manusia, menurut pandangan ilmiah, dimana manusia itu 
berkembang secara evolusi. Cara mempelajarinya ialah dengan 
melakukan penggalian tanah untuk menemukan fosil-fosil kerangka 
manusia purba yang tersimpan di dalam lapisan bumi. Antropologi 
fisik dalam arti sempit mempelajari berbagai macam ciri tubuh 
manusia yang nampak (fenotipik), seperti bentuk tubuh, tinggi 
badan, warna kulit, raut muka, bentuk hidung, bentuk rambut dan 
sebagainya, serta mempelajari tubuh dalam diri manusia 
(genotopik), seperti jenis darah, benih-benih kehamilan, dan 
sebagainya. Sehingga dari adanya penelitian ini manusia di dunia 
dapat dikelompokkan dalam berbagai golongan ras. 
Antropologi Budaya pada mulanya dibagi dalam tiga bagian, 
yang disebut Etnoliguistik atau antropologi bahasa, yang 
mempelajari berbagai masalah, macam kata-kata tata bahasa dan 
sebagainya dari berbagai macam suku bangsa di muka bumi, itu 
 yang pertama. Yang kedua ialah pra-sejarah atau pra-hisori yang 
memepelajari sejarah perkembangan dan persebaran manusia di 
muka bumi, sebelum ia mengenalkan aksara, termasuk peralatan 
yang digunakannya atau artefak-artefak yang terdapat dalam 
lapisan bumi. Yang ketiga, ialah etnogi atau ilmu bangsa-bangsa 
yang mempelajari berbagai suku bangsa di dunia dan 
kebudayaannya masing-masing. Belakangan ini etnologi 
berkembang kearah penelitian yang bersifat ‘descriptive integration’  
yaitu pelukisan tentang suatu bangsa di daerah tertentu, yang 
berarti khusus dengan pendekatan secara umum atau ‘generaliing 
approach’. Jadi yang dipelajari itu adalah kesamaan yang umum 
dari bangsa-bangsa di dunia ini yang dilakukan dengan metode 
perbandingan antara masyarakat bangsa yang satu dan yang lain. 
Hubungan antara antropologi budaya dan antropologi hukum 
dapat dikatakan tidak dapat diceraipisahkan, karena antropologi 
hukum merupakan salah satu bagian antropologi budaya yang 
mempelajari kebudayaan manusia yang telah terwujud dalam 
berbagai masyarakat manusia. Salah satu budaya manusia adalah 
menciptakan hukum untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat 
manusia pada suatu waktu dan tempat sehingga setiap komunitas 
suku bangsa mempunyai aturan yang mengatur kehidupannya.2 
                                                          
2 Zainuddin Ali, Antropologi Hukum, (Jakarta Selatan: Yayasan Masyarakat 
Indonesia Baru, 2014), hlm 51. 
 Dikarenakan keingintahuan manusia bertambah luas, dan ilmu 
pengetahuan bertambah maju dari ketiga bagian antropologi 
budaya itu berkembang pula bagian-bagian yang lain dengan cara 
pendekatan yang berbeda-beda dan atau permasalahan yang 
khusus yang berbeda-beda. Misalanya di Amerika Serikat, 
kemudian di Inggris orang mempelajari etnologi dengan ilmu dan 
jiwa analisis  ilmu jiwa, dengan sasaran masalah tentang 
kepribadian bangsa, sifat watak dan perilaku individu suatu bangsa, 
peranan individu dalam perubaan adat istiadat, sehingga diketahui 
nilai-nilai universal keadaan suatu bangsa berdasarkan konsepsi 
ilmu jiwa. Dengan demikian lahirlah bagian antropologi budaya 
yang dinamakan Etnopsikologi atau ilmu jiwa bangsa-bangsa. 
Selanjutnya di sekitar tahun 1930 dikarenakan hasil penelitian 
Firth lahir  pula apa yang dikatakan ‘Antropologi Ekonomi’ ialah 
bagian antropologi budaya yang mempelajari ekonomi pedesaan, 
dengan mebahas pemasalahan gejala-gejala ekonomi di pedesaan, 
cara pengumpulan modal, pengerahan tenaga kerja, sistem 
produksi, pemasaran lokal dan sebagainya. Dan seterusnya 
mejelang akhir sebelum perang dunia kedua dan terutama 
sesudahnya, di berbagai negara lahir pula berbagai spesialisasi 
dalam antropologi budaya, seperti antropologi pembangunan, 
 antropologi pendidikan, antropologi kesehatan, antropologi 
kependudukan, antropologi politik,  dan juga antropologi hukum.3 
 
2. Hubungan Antara Ilmu Hukum Adat dan Antropologi 
Sejak permulaan timbulnya ilmu hukum adat Indonesia yaitu 
permulaan abad ke-20, para ahli dari ilmu itu telah menyadari akan 
pentingnya antropologi sebagai ilmu bantu dalam penelitian-
penelitiannya. Malahan beberapa sarjana hukum dengan nyata 
mempergunakan metode-metode antropologi untuk menyelami latar 
belakang kehidupan hukum adat di berbagai daerah di Indonesia. 
Antropologi dianggap penting karena hukum adat bukan 
merupakan suatu sistem hukum yang telah diabstraksikan sebagai 
aturan-aturan dalam kitab-kitab undang-undang, melainkan hidup 
dan timbul langsung dari masalah-masalah perdata yang berasal 
dari dalam aktivitas masyarakat. 
Sebaliknya, antropologi juga memerlukan bantuan ilmu hukum, 
dalam hal ini hukum adat Indonesia, hal itu karena setiap 
masyarakat, baik yang sangat sederhana bentuknya, maupun yang 
telah maju, tentu mempunyai aktivitas-aktivitas yang berfugsi 
sebagai pengendali sosial atau social control. Salah satu sistem 
pengendalian sosial ini adalah hukum. Konsepsi dari antropologi 
yang menganggap bahwa hukum hanya sebagai salah satu 
                                                          
3Hilman Hadikusuma, Pengantar Antropologi Hukum, (Bandar Lampung: Citra 
Aditya Bakti, 2004), hlm. 1-2. 
 aktivitas kebudayaan dalam lapangan social control itu, 
menyebabkan bahwa seorang ahli antropologi juga harus 
mempunyai pengetahuan umum tentang konsep-konsep hukum 
pada umumnya. 
Selain itu, untuk ilmu antropologi di Indonesia, ilmu hukum adat 
mempunyai fungsi yang penting juga. Ini disebabkan karena untuk 
suatu periode yang lama, yaitu periode yang lebih-kurang tahun 
1900 hingga 1930. Lapangan penelitian masyarakat dalam dunia 
ilmiah di Indonesia dikuasai oleh ilmu hukum adat. Dengan 
demikian banyak bahan deskriptif tentang masyarakat dan 
kebudayaan berbagai suku bangsa di Indonesia hanya tertulis 
dalam buku-buku tentang hukum adat. Seorang antropolog yang 
hendak mencari bahan tentang adat-istiadat, susunan dan 
organisasi kemasyarakatan, dan sebagai dari suku-suku bangsa 
tersebut hanya dapat ditemukan dalam buku-buku hukum adat tadi. 
Sudah tentu untuk dapat membaca dan dan memahami isi buku-
buku tersebut, ia terpaksa memiliki pengetahuan tentang konsep-
konsep dan istilah-istilah hukum juga. Akhir-akhir ini memang ada 
kecendrungan di antara para sarjana hukum adat dan para 
antropologi untuk menyebut ilmu hukum adat itu “ilmu antropologi 
hukum”4 
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 3. Karakteristik Kajian Antropologi Hukum 
a. Pengertian antropologi hukum 
Antropologi hukum sebagaimana telah disebutkan di atas adalah 
suatu bidang khusus atau suatu spesialisasi dari antropologi 
budaya, yang menjadi ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Suatu 
ilmu pengetahuan setidak-tidaknya mengandung tiga hal, yaitu 
adanya ‘objek’, ‘metode’, dan ‘sistem’, yang satu dan yang lain kait-
terkait. Objek yang dimaksud ialah adanya masalah tertentu yang 
dibahas yang dipelajari, dengan metode. Metode adalah suatu kerja 
ilmiah untuk dapat memahami masalah yang dijadikan objek 
sehingga apa yang diketahui itu benar (objektif). Kemudian sistem 
adalah suatu uraian yang unsur-unsurnya saling bertautan satu dan 
lain (sistematik) sehingga merupakan suatu kesatuan dan 
kebulatan pengertian. Oleh karenanya orang mengatakan bahwa 
ilmu pengetahuan itu adalah ilmu yang dapat diuji kebenarannya. 
Antropologi hukum sebagai ilmu pengetahuan yang merupakan 
spesialisasi dari antropologi budaya, terutama dari etnologi atau 
ilmu bangsa-bangsa. Oleh karena hukum merupakan bagian dari 
kebudayaan dan antropologi budaya itu melakukan pendekatan 
menyeluruh, menyeluruh terhadap segala hasil daya cipta manusia, 
maka demikian pula antropologi hukum melakukan pendekatan 
secara menyeluruh (holistic) terhadap segala sesuatu yang 
melatarbelakangi budaya hukum itu. 
 Jadi, antropologi hukum itu adalah ilmu pengetahuan (logos) 
tentang manusia (antropos) yang bersangkutan dengan hukum. 
Manusia yang dimaksud adalah manusia yang hidup 
bermasyarakat, bergaul antara yang satu dan yang lain, baik 
masyarakat yang masih sederhana (primitive) maupun yang sudah 
modern (maju) budayanya. Budaya yang dimaksud adalah budaya 
hukum, yaitu segala bentuk prilaku manusia yang mempengaruhi 
dan berkaitan dengan hukum. 
Masalah hukum yang dimaksud, ialah bukan saja hukum dalam 
arti dan bentuk perilaku sebagai kebiasaan yang berulang-ulang 
terjadi, sebagaimana dalam hukum adat, atau hukum dalam arti 
dan bentuk kaidah (ugeran, ketentuan, patokan) peraturan 
perundangan; jika demikian hukum dengan pendekatan yang 
‘normatif’. Tetapi juga masalah hukum yang dilihat dari segi-segi 
kecendikiawan (intelektual), filsafat, ilmu jiwa dan lainnya yang 
melatarbelakangi hukum itu, serta cara-cara menyelesaikan 
sesuatu perselisihan yang timbul dalam masyarakat. Yang terakhir 
ini merupakan objek yang menarik perhatian dalam antropologi 
hukum. 
Jadi masalah hukum dalam antropologi hukum bukan semata-
mata masalah hukum yang normatif sebagaimana terdapat dalam 
hukum perundangan, atau masalah hukum yang merupakan pola 
ulangan perilaku yang sering terjadi sebagaimana terdapat dalam 
 hukum adat, bukan itu saja. Tetapi juga masalah budaya perilaku 
manusianya yang berbuat terhadap suatu masalah hukum, 
dikarenakan adanya faktor-faktor budaya yang mempengaruhinya. 
Faktor-faktor budaya yang melatarbelakangi masalah hukum, 
katakanalah misalnya cara-cara menyelesaikan perselisihan di 
kalangan orang-orang Batak tidak sama dengan cara-cara 
menyelesaikannya di kalangan orang-orang Minangkabau, di 
kalangan orang-orang Jawa, Maluku, dan sebagainya. Mengapa 
tidak sama, dikarenakan latar belakang budaya masyarakat 
adatnya berbeda-beda. Begitu pula antara orang-orang Batak yang 
bertempat kediaman di kota-kota besar akan berbeda dengan 
mereka yang masih menetap di kampung halamannya. Apalagi 
budaya manusia yang berbeda-beda itu diantara orang-orang 
Indonesia dengan orang-orang Eropa.5 
b. Sifat Keilmuan 
Untuk menjadi perhatian bahwa apa yang sering juga 
dikemukakan diantara para ahli bahwa hukum itu tidak ada pada 
masyarakat sederhana, tidak ada pada masyarakat petani yang 
masih terbelakang, tidak ada pada masyarakat berburu dan 
pengumpul makanan, suatu pandangan yang hanya dilihat dari 
kacamata budaya hukum eropa (barat), dimana hukum itu ada jika 
ada petugas-petugas resmi yang menyelesaikan perselisihan. 
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 Sehingga tidak ada pengendalian berarti tidak ada hukum atau 
tidak ada hukum tanpa keputusan para petugas hukum. Jika 
demikian maka berarti di zaman budaya lama di Eropa, di Yunani 
purba, di zaman Romawi, atau juga di negeri Cina purba, berarti 
belum ada hukum. Pandangan demikian itu tidak dapat dibenarkan 
dalam antropologi hukum. 
Seperti dikemukakan L. Pospisil bahwa antropologi hukum 
tidaklah berifat etnosentris, artinya tidaklah segala sesuatunya 
hanya diukur menurut ukuran yang berlaku dalam budayanya 
sendiri, oleh karena antropologi hukum itu adalah sebagai berikut : 
1) Antropologi hukum itu tidak membatasi pandangannya pada 
kebudayaan-kebudayaan tertentu. Masyarakat manusia 
dipelajari dengan cara perbandingan. Bagaimana 
sederhananya tahap perkembangan masyarakat, sepatutnya 
dipelajari disamping masyarakat yang budayanya sudah 
maju, yang tidak dibedakan secara kualitatif. 
2) Antropologi hukum itu berbeda dari cabang ilmu sosial yang 
lain karena ilmu ini mempelajari masyarakat sebagai suatu 
keseluruhan yang utuh dimana bagian-bagiannya saling 
bertautan. Jadi tidak di potong-potong menurut segi-segi 
tertentu, misalnya segi politik, segi ekonomi, segi hukum 
sebagai suatu segi tersendiri. 
 3) Antropologi hukum yang modern tidak lagi memusatkan 
perhatian hanya pada kekuatan-kekuatan sosial dan hal-hal 
yang superorganis, lalu memperkecil peranan individu. 
Kesemuanya mendapat perhatian yang sama. 
4) Antropologi hukum tidak memandang masyarakat dalam 
keseimbangan yang mengalami gangguan jika ada 
penyimpangan, tetapi masyarakat secara dinamis, sehingga 
peranan sosial dari hukum tidak terbatas mempertahankan 
statusquo. 
5) Antropologi hukum  termasuk ilmu tentang hukum yang 
bersifat empiris, konsekuensinya ialah bahwa teori yang 
dikemukakan harus di dukung oleh fakta yang relevan atau 
setidak-tidaknya terwakili secara representatif dari fakta yang 
relevan. 
Fakta yg dimaksud adalah kejadian yang dapat ditangkap 
oleh pancaindra.6 
c. Ruang Lingkup 
Antropologi hukum mempunyai ruang lingkup yang tidak 
menekankan pada kajian hukum positif seperti halnya ilmu 
hukum.  Antropologi hukum merupakan suatu disiplin ilmu yang 
mempunyai objek kajian terhadap segala sesuatu yang memiliki 
ciri-ciri sebagai hukum dalam suatu masyarakat. Ciri dimaksud 
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 bersifat mengikat, mengatur setiap anggota masyarakat dan 
memiliki konsekuensi (sanksi) yang jelas serta disepakati 
bersama, dan legitimate dalam masyarakat tersebut. Berkenaan 
dengan hukum positif, antropologi hukum lebih menekankan 
kepada nilai-nilai budaya yang dominan dalam suatu 
masyarakat, yang menjadi landasan lahirnya suatu produk 
hukum, dan yang menentukan tingkat penerimaan dalam 
masyarakat yang bersangkutan. Sebagai contoh dapat 
dikemukakan bahwa setiap negara memiliki hukum yang 
berbeda-beda sesuai dengan nilai masyarakatnya.7 
Pada mulanya perhatian tokoh antropologi hukum hanya 
bersifat menguraikan laporan tentang norma-norma hukum 
dalam masyarakat sederhana yang dikumpulkan dari para 
penulis pegawai pemerintahan kolonial dan para misionaris. 
Sekitar tahun 1940 muncul karya-karya tulis yang pada 
umumnya merupakan analisis terhadap perkara-perkara 
perselisihan (trouble cases) dalam berbagai masyarakat 
sederhana, sebagaimana dilakukan oleh Lliewellyn dan Hoebel. 
Sejak tahun 1954 mulai terbit karya-karya tulis yang 
menggunakan metode kasus yang bersifat deskripstif, seperti 
karya tulis Hoebel, Smith, Roberts, dan Hoewell dan lainnya. 
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 Dari karya tulis tersebut menurut Laura Nader dalam bukunya 
“the Anthropological Study of Law” (1965) antara lain 
dikemukakan masalah pokok yang merupakan ruang lingkup 
antropologi sebagai berikut:  
1) Apakah setiap dalam masyarakat terdapat hukum, dan 
bagaimana karakteristik hukum yang universal. 
2) Bagaimana hubungan antara hukum dengan aspek 
kebudayaan dan organisasi sosial. 
3) Mungkinkah mengadakan tipologi hukum tertentu, sedangkan 
variasi karakteristik hukum terbatas. 
4) Apakah tipologi hukum itu berguna untuk menelaah  
hubungan antara hukum dan aspek kebudayaan dan 
organisasi sosial dan mengapa pula hukum itu berubah. 
5) Bagaimana cara mendeskripsi sistem-sistem hukum, apakah 
akibat jika sistem hukum dan subsistem hukum antara 
masyarakat dan kebudayaan yang saling berhubungan, dan 
bagaimana kemungkinan untuk membandingkan sistem 
hukum yang satu dan yang lain. 
Berdasarkan masalah-masalah pokok di atas maka sasaran 
penelitian atau pengkajian antropologi hukum itu luas dan 
menyeluruh, atau sebagaimana dikatakan T.O Ihromi “Dapat 
saja dikemukakan bahwa antropologi hukum itu sebagai suatu 
cabang spesialisasi dari antropologi budaya yang secara khusus 
 menyoroti segi kebudayaan manusia yang berkaitan dengan 
hukum sebagai alat pengendali sosial, hal mana yang akan 
mempunyai makna, hukum dipandang sebagai integrasi dalam 
kebudayaan, dimana hukum tidak terpisah dari kategori 
pengendalian sosial lainnya dan hukum yang ditekuni adalah 
hukum dalam aneka jenis masyarakat”. Untuk memperoleh 
gambaran yang lebih konkret jauh lebih tepat untuk memberi 
contoh-contoh megenai berbagai permasalahan yang ada 
umumnya disoroti atau dikaji oleh para peminat antropologi 
hukum itu. Dalam hubungan dengan hal tersebut dapat dicatat 
bahwa ada kecendrungan-kecendrungan untuk mengangkat 
masalah-masalah tertentu dalam bahasan-bahasan antropologi 
hukum, seperti masalah yang berkaitan dengan hukum, atau 
secara umum pengaturan normatif mengenai perilaku manusia 
dalam masyarakat yang secara budaya bersifat pluralistik atau 
majemuk. 
Dikatakan Koentjaraningrat tentang antropologi budaya yang 
baru dikembangkan di Indonesia, dimana dalam menentukan 
dasar-dasarnya kita belum terikat pada suatu tradisi, sehingga 
kita masih merdeka untuk memilih dan mengombinasikan unsur-
unsur dari berbagai aliran dari antropologi yang cocok atau yang 
dapat diselaraskan dengan masalah kemasyarakatan di 
Indonesia. Demikian pula halnya dengan antropologi hukum di 
 Indonesia yang baru dikembangkan ini kita masih bebas untuk 
memilih cara yang sesuai dengan keadaan masyarakat dan 
budaya hukum Indonesia yang bhineka dan kebutuhan kita 
dalam rangka menunjang pembinaan, pembangunan dan 
pembentukan hukum nasional.8 
d. Metode Penelitian Antropologi Hukum 
Penelitian antropologi hukum menggunakan kajian empiris, 
atau kajian kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, 
mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur dan lain-lain. 
Kajian empiris ini mengkaji law in action dan apa kenyataannya 
(das sein). 
Jika kajian empiris-sosiologis dipakai untuk membahas 
persoalan pencurian, ia tidak membahas undang-undangnya, ia 
tidak pula membahas aspek moral dari persoalan pencurian, 
tetapi mempertanyakan pencurian dalam kenyataannya.9 
Pendekatan antropologi hukum dengan pendekatan deskriptif 
perilaku ialah cara mempelajari perilaku manusia dan budaya 
hukumnya, dengan melakukan situasi hukum yang nyata. Cara 
ilmiah ini menyampingkan norma-norma hukum yang ideal, yang 
dicitakan berlaku, tertulis atau tidak tertulis, sehingga ia 
merupakan kebalikan dari normatif-eksploratif. Jadi metode ini 
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 tidak bertolak dari hukum yang eksplisit (terang dan jelas) 
aturan-aturannya, yang positif dinyatakan berlaku, tetapi yang 
diutamakannya adalah kenyataan-kenyataan hukum yang benar-
benar nampak dalam situasi hukum atau peristiwa hukumnya. 
Malinowski (1884-1942) yang hidup dimasa sebelum perang 
dunia kedua dalam penelitiannya terhadap masyarakat Trobian, 
di Kepulauan Salomon (Papua Nugini) menyatakan, antara lain: 
‘Not to study how human life submits ro rules – it simply does 
not, the real problem is how the rules become adapted to life’ 
(Malinowski, 1928: 127). 
Perlu menjadi perhatian adalah bukanlah melakukan 
bagaimana studi bagaimana hidup manusia itu tunduk kepada 
aturan-aturan hukum, bukan hanya itu saja, tetapi masalah yang 
penting ialah mengapa aturan-aturan hukum itu sesuai dengan 
hidup mereka. 
Sesuai yang diungkapkan Malinowski, untuk menginvestigasi 
di masa setelah perang dunia kedua, dengan banyak perubahan 
dan perkembangan masyarakat, bukan untuk mencari jawaban 
mengapa hukum itu sesuai kehidupan masyarakat, tetapi juga 
bagaimana perilaku manusia terhadap kaidah-kaidah hukum 
yang tidak sesuai dengan keadaan sekarang, begitu juga 
misalnya mengapa perilaku manusia itu banyak menyimpang, 
tidak menyesuaikan dan atau tidak menaati hukum yang ideal 
 walaupun hukum itu adalah kehendak pemerintahannya, dan 
dibuat atas persetujuan bersama. 
Jadi kalau misalnya akan melakukan suatu penelitian tentang 
perilaku hukum para anggota masyarakat di suatu daerah 
tertentu dengan menggunakan metode dekriptif-perilaku , maka 
si peneliti tidak usah terlebih dahulu mempelajari kepustakaan 
tentang hukum adat suatu daerah melainkan langsung datang 
dan terjun ke lapangan, lalu berhubungan dan bergaul dengan 
orang-orangnya, baik yang berkedudukan sebagai pemuka adat, 
cendikiawan adat, maupun anggota masyarakat biasa, 
menghadiri upacara-upacara adat dan melihat sendiri peristiwa 
dan perilaku hukumnya, kemudian dari hasil laporan penelitian 
itu akan dapat diketahui bagaimana norma-norma hukum yang 
masih hidup dan perilaku-perilaku hukum yang masih 
dilaksanakan, serta perubahan-perubahan dan keadaan yang 
sebenarnya. 
 
B. Persaingan Usaha 
1. Manfaat Persaingan Usaha 
Dalam aktifitas bisnis dapat dipastikan terjadi persaingan 
(competition) diantara pelaku usaha. Pelaku usaha akan berusaha 
menciptakan, mengemas, serta memasarkan, produk yang dimiliki 
baik barang/jasa sebaik mungkin agara diminati dan dibeli 
 konsumen. Persaingan dalam usaha dapat berimplikasi positif, 
sebaliknya, dapat menjadi negatif jika dijalankan dengan perilaku 
negatif dan sistem ekonomi yang menyebabkan tidak kompetitif. 
Dari sisi manfaat, persaingan dalam dunia usaha adalah cara 
yang efektif untuk mencapai pendayagunaan sumber daya secara 
optimal. Dengan adanya rivalitas akan cenderung menekan 
ongkos-ongkos produksi sehingga harga menjadi lebih rendah serta 
kualitasnya semakin meningkat. Bahkan lebih dari itu persaingan 
dapat menjadi landasan fundamental bagi kinerja diatas rata-rata 
untuk jangka panjang dan dinamakannya keunggulan bersaing 
yang lestari (sustainable competitive advantage) yang dapat 
diperoleh melalui tiga strategi generic, yakni keunggulan biaya, 
diferensiasi, dan fokus biaya. 
Dalam perspektif nonekonomi bahwa persaingan mempunyai 
aspek positif. Ada tiga argumen yang mendukung dalam bidang 
usaha. Pertama, dalam kondisi penjual maupun pembeli terstruktur 
secara teoretis (masing-masing berdiri sendiri sebagai unit terkecil 
dan independen) yang ada dalam persaingan, kekuatan ekonomi 
atau yang didukung oleh faktor ekonomi menjadi tersebar dan 
terdesentralisasi. Dengan demikian, pembagian sumber daya alam 
(SDA) dan pemerataan pendapatan, akan terjadi secara mekanik, 
terlepas dari campur tangan kekuasaan pemerintah maupun pihak 
swasta yang memegang kekuasaan. Gagasan  melepaskan 
 aktifitas sipil (termasuk aktivitas ekonomi) dari campur tangan 
penguasa (khususnya pemerintah) ini sejalan dengan ideologi 
liberal yang mewarnai sistem pemerintah negara-negara Barat. 
Kedua, berkaitan erat dengan hal di atas, sistem ekonomi pasar 
yang kompetitif akan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan 
ekonomi secara impersonal, bukan melalui personal pengusaha 
atau birokrat. Dalam keadaan seperti ini, kekecewaan politis 
masyarakat yang usahanya terganjal keputusan pengusaha 
maupun pengusaha tidak akan terjadi. Dengan kalimat yang lebih 
sederhana, dalam kondisi persaingan jika seorang warga 
masyarakat terpuruk dalam bidang usahanya, ia tidak akan selalu 
merasa sakit karena jatuh bukan kekuasaan person tertentu, 
melainkan karena suatu proses yang mekanistik (permintaan-
penawaran). Hal seperti itu bisa dipastikan tidak akan terjadi akibat 
keputusan penguasa dan pengusaha yang memengang dominasi 
ekonomi. Dalam ruang lingkup yang lebih luas, proses impersonal 
dan mekanistik dari persaingan ini bisa saja menentukan stabilitas 
politik suatu komnitas. 
Ketiga, kondisi persaingan juga berkaitan erat dengan 
kebebasan manusia untuk mendapatkan kesempatan yang sama 
dalam berusaha, pada dasarnya setiap orang akan mempunyai 
kesempatan yang sama untuk berusaha sehingga hak setiap 
manusia untuk mengembangkan diri (the right to self-development) 
 menjadi terjamin. Persaingan bertujuan untuk efesiensi dalam 
menggunakan sumber daya, memotivasi untuk sejumlah potensi 
atau sumber daya yang tersedia.10 
Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 
tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 
Sehat, pada pasal 3 tujuan pembentukan Undang-Undang ini 
adalah sebagai berikut: 
a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efesiensi 
ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk 
meningkatkan kesejahteraan rakyat; 
b. Mengwujudkan iklim usaha yang kondusif melalui 
pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga 
menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang 
sama bagi para pelaku usaha besar, pelaku usaha 
menengah, dan pelaku usaha kecil; 
c. Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak 
sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; 
d. Terciptanya efektifitas dan efesiensi dalam kegiatan usaha.11 
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 2. Persaingan Usaha Tidak sehat 
Persaingan usaha tidak sehat dapat dipahami sebagai kondisi 
persaingan di antara pelaku usaha yang berjalan secara tidak baik. 
UU No. 5 Tahun 1999  tentang Larangan Praktik Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan tiga indikator untuk 
menyatakan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, yaitu: 
a. Persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur. 
b. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan 
hukum. 
c. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara menghambat 
terjadinya persaingan diantara pelaku usaha. 
Persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur, dapat dilihat 
dari cara pelaku usaha dalam bersaing denga pelaku usaha lain. 
Misalnya, dalam persaingan tender para pelaku usaha telah 
melakukan konspirasi usaha dengan panitia lelang untuk dapat 
memenangkan sebuah tender. Sehingga pelaku usaha lainnya 
tidak mendapatkan kesempatan untuk memenangkan tender 
tersebut. 
Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum 
dapat dilihat dari cara pelaku usaha dalam bersaing dengan pelaku 
usaha lain dengan melanggar ketentuan-ketentuan perundang-
undangan yang berlaku atau peraturan-peraturan yang disepakati. 
Kondisi seperti ini dapat kita lihat seperti pelaku usaha yang 
 mendapatkan fasilitas-fasilitas khusus. Praktik ini telah lazim kita 
temukan dalam persaingan usaha sejak zaman orde baru hingga 
sekarang. Contoh yang selalu ditemukan adalah terdapat pelaku 
usaha yang bebas pajak atau bea cukai dan sebagainya. Demikian 
juga dengan pelaku usaha yang dapat mengikuti persaingan 
dengan pelaku usaha lain dengan melanggar aturan-aturan seperti 
pelaku usaha yang boleh ikut bersaing dalam usaha tender padahal 
tidak memenuhi persayaratan kualifikasi yang telah ditetapkan 
panitia. 
Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara menghambat 
terjadinya persaingan di antara pelaku usaha melihat kondisi pasar 
yang tidak sehat. Dalam pasar ini mungkin tidak terdapat kerugian 
pada pesaing lain, dan para pelaku usaha juga tidak mengalami 
kesulitan. Namun, perjanjian yang dilakukan pelaku usaha 
menjadikan pasar bersaing secara tidak kompetitif. 
Di Indonesia hukum yang mengatur persaingan usaha terdapat 
dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli 
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Secara garis besar, undang-
undang ini berisikan sebagai berikut. 
a. Perjanjian yang dilarang sebagaimana yang terdapat di 
dalam Bab III dari Pasal 4 sampai Pasal 16, 
Berikut ini beberapa pengertian perjanjian yang dilarang 
dalam Pasal 4 sampai Pasal 16 UU No.5 tahun 1999: 
 1) Oligopoli  
Dalam kamus besar bahasa Indonesia yang di sebut 
Oligopoli adalah keadaan pasar dengan produsen 
pembekal barang hanya berjumlah sedikit sehingga 
mereka atau seorang dari mereka dapat mempengaruhi 
harga pasar, atau keadaan pasar yang tidak seimbang 
karena dipengaruhi oleh sejumlah pembeli. Kategori 
oligopoli menurut Pasal 4 ayat 1 dan 2 : 
Pasal 4 ayat 1 
“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan 
pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan 
penguasaan produksi dan/ atau pemasaran barang dan/ 
atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik 
monopoli dan/ atau persaingan tidak sempurna.” 
Pasal 4 ayat 2 
“Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara 
bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan/ 
atau pemasaran barang dan/ atau jasa, sebagaimana 
dimaksud ayat 1, apabila 2 atau 3 pelaku usaha 
menguasai lebih 75% (Tujuh puluh lima persen) pangsa 
pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.” Karateristik 
pasar yang didalamnya terdapat bentuk oligopoli adalah:  
a) Terdapat beberapa penjual (Few Seller) 
 Hanya terdapat penjual dipasar. Hal ini menunjukkan 
bahwa pangsa pasar masing-masing perusahaan 
dipasar cukup signifikan. Jumlah perusahaan yang 
lebih sedikit dibanding dengan pasar persaingan 
sempurna atau persaingan monopolistik disebabkan 
oleh terdapatnya hambatan masuk kedalam pasar. 
b) Saling Ketergantungan (Interdependence) 
Pada struktur pasar persaingan sempurna maupun 
persaingan tidak monopolistik, keputusan perusahaan 
atas harga dan keuntungan hanya 
mempertimbangkan tingkat permintaan dipasar dan 
produksi yang dikeluarkan. Sementara di pasar 
oligopoly, keputusan strategis perusahaan sangat 
ditentukan oleh perilaku strategis perusahaan lain 
yang ada dipasar.  
2) Penetapan Harga 
Mengenai perjanjian penetapan harga ini dibedakan 
dalam empat macam sebagaimana di atur dalam Pasal 5 
sampai Pasal 8 UU Antimonopoli: 
a) Penetapan Harga (Fixed Pricing) 
Pasal 5 UU No.5/1999 menyatakan bahwa: 
1. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan 
pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan 
 harga atas suatu barang dan/ atau jasa yang harus 
dibayarkan oleh konsumen atau pelanggan pada 
pasar bersangkutan yang sama 
2. Ketentuan bagaimana dimaksud dalam ayat 1 
tidak berlaku bagi:  
a. Suatu perjanjian dibuat dalam suatu usaha 
patungan; atau  
b. Suatu perjanjian yang didasarkan undang-
undang yang berlaku.\ 
b) Diskriminasi Harga  
Pasal 6 UU No.5/1999 menyatakan bahwa: 
“Pelaku usaha di larang membuat perjanjian yang 
mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar 
dengan harga yang berbeda dari harga yang harus 
dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan/ atau jasa 
yang sama.” 
Pasal ini melarang pelaku usaha membuat 
perjanjian dengan pelaku usaha yang lain untuk 
melakukan diskriminasi harga yakni penetapan harga 
suatu konsumen berbeda dari harga kepada 
konsumen lain atau barang dan/ atau jasa yang sama 
sehingga konsumen dapat merugikan konsumen. 
 Perjanjian diskriminasi harga adalah perjanjian 
yang dibuat oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha 
lainnya dimana untuk suatu yang sama dijual kepada 
setiap konsumen dengan harga yang berbeda-beda. 
Secara sederhana, suatu diskriminasi harga telah 
terjadi apabila terjadi perbedaan harga dengan satu 
pembeli dengan pembeli lainnya.  
c) Penetapan harga dibawah harga pasar (Predatory 
Pricing) 
Pasal 7 UU No.5/1999 menyatakan bahwa: 
“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan 
pelaku usaha lainnya untuk menetapkan harga 
dibawah harga pasar, yang dapat menyebabkan 
terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”  
Pasal melarang pelaku usaha pesaingnya untuk 
menetapkan harga jual barang atau jasa dibawah 
harga standar pasar, sehingga dapat merugikan 
pelaku usaha lainnya. Penetapan harga dibawah 
harga pasar adalah strategi yang biasa dilakukan oleh 
suatu perusahaan atau beberapa perusahaan 
dominan untuk menyingkirkan dan merugikan 
pesaingnya di suatu pasar, seperti penekanan harga 
 dan pemotongan harga selektif agar mereka dapat 
memonopoli harga pasar. 
d) Penetapan Harga Jual kembali 
Pasal 8 UU No. 5/1999 menyatakan bahwa: 
“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan 
pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa 
penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual 
atau memasok kembali barang dan/ atau jasa yang 
diterimanya, dengan harga yang lebih rendah 
daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga 
dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha 
yang tidak sehat.” 
Pasal ini melarang dengan tegas agar pelaku 
usahatidak melakukan penetapan harga jual kembali 
yaitu perjanjian antara pemasok dan distributor dalam 
pemasokan harga barang atau jasa dengan 
kesepakatan bahwa distributor akan menjual kembali 
pada harga yang ditetapkan (secara sepihak) atau 
ditentukan langsung oleh pemasok. 
3) Pembagian Wilayah 
Pasal 9 UU No.5/1999 menyatakan bahwa: 
“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan 
pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan membagi 
 wilayah pemasaran atau alokasi pasar erhadap barang 
dan/ atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya 
praktik monopoli dan/ atau persaingan pasar yang tidak 
sehat.” 
Dari ketentuan pasar tersebut tidak dijelaskan secara 
tegas apakah perjanjian pembagian wilayah bersifat 
vertikal atau horizontal sebab dalam penjelasan pasal 9 
UU No.5/ 1999 dinyatakan:  
“Perjanjian dapat bersifat vertikal atau horizontal. 
Perjanjian ini dilarang karena pelaku usaha melarang 
karena pelaku usaha meniadakan atau mengurangi 
persaingan dengan cara membagi wilayah pasar atau 
alokasi pasar. Wilayah pemasaran dapat berarti wilayah 
Negara Republik Indonesia atau bagian wilayah Negara 
Republik Indonesia misalnya kabupaten, provinsi, atau 
wilayah regional lainnya. Membagi wilayah pemasaran 
atau alokasi pasar berarti membagi wilayah untuk 
memperoleh atau memasok barang, jasa atau barang dan 
jasa. 
4) Pemboikotan 
Pasal 10 UU No.5/1999 menyatakan bahwa: 
a) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan 
pelaku usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi 
 pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, 
baik untuk tujuan pasar negeri maupun pasar luar 
negeri. 
b) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan 
pelaku usaha pesaingnya, untuk menolak menjual 
setiap barang dan/ atau jasa dari pelaku usaha lainnya 
sehingga perbuatan tersebut: 
1. Merugikan atau dapat di duga akan merugikan 
pelaku usaha lain; atau 
2. Membatasi  usaha lain dalam menjual atau membeli 
setiap barang dan atau jasa dari pasar yang 
bersangkutan. 
Pemboikotan dalam pasal ini dilakukan dengan 
perjanjian, pemboikotan atau pada umumnya merupakan 
tindakan kolektif sekelompok pesaing, namun sebenarnya 
pemboikotan dapat dilakukan tanpa melibatkan pelaku 
usaha lain berupa kegiatan atau tindakan tanpa perlu 
membuat perjanjian. 
5) Kartel  
Pasal 11 UU No.5/1999 menyatakan bahwa: 
“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan 
pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk 
mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau 
 pemasaran suatu barang dan/ atau jasa, yang dapat 
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/ atau 
persaingan pasar yang tidak sehat.” 
Pasal ini melarang pelaku usaha bersepakat dan 
bersekongkol dengan pelaku usaha pesaingnya untuk 
mempengaruhi harga, mengatur produksi dan 
pendistribusian barang atau jasa, hal yang 
melatarbelakangi perjanjian ini jika produksi mereka 
didalam pasar dikurangi sedangkan permintaan terhadap 
produk mereka didalam pasar tetap, akan berakibat 
kepada naiknya harga ketingkat yang lebih tinggi. Dan 
sebaliknya, jika didalam pasar produk mereka melimpah, 
sudah barang tentu akan berdampak penurunan harga 
produk mereka di pasar. Oleh karena itu, pelaku usaha 
mencoba membentuk suatu kerjasama horizontal untuk 
menentukan harga dan jumlah produksi harga barang dan 
jasa. 
Tujuan akhir dari Kartel adalah mengarah ke monopoli 
atau situasi monopolistik meniadakan persaingan cepat 
meraih laba, oleh karena itu persaingan usaha tidak ada 
maka pelaku usaha bebas meningkatkan harga. Akibatnya 
terjadi kelangkaan bahan produksi, kerugian bagi 
 konsumen kartel defensif, untuk menghindari 
monopolistik. 
6) Trust 
Pasal 12 UU No.5/1999 menyatakan bahwa:  
“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan 
pelaku usaha lain kerjasama dengan membentuk 
gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, 
dengan tetap menjaga dan mempertahankan 
kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau 
perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontol 
produksi dan/ atau pemasaran dan/ atau jasa sehingga 
dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau 
persaingan usaha yang tidak sehat.” 
Trust merupakan perjanjian kerjasama beberapa 
perusahaan berafiliasi menjadi perusahaan yang besar 
dengan tetap menjaga dan mempertahankan 
kelangsungan hidup masing-masing perusahaan 
bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran 
atas barang dan/ atau jasa. Berbeda dengan kartel yang 
hanya di ikat oleh kesepakatan saja namun perjanjian 
trust lebih bersifat integratif artinya anggota trust tidak 
hanya diikat oleh perjanjian juga perusahaan gabungan 
yang lebih besar. 
 7) Oligopson 
Pasal 13 UU No.5/1999 menyatakan bahwa: 
a) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan 
pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara 
bersama-sama menguasai pembelian atau 
penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan 
harga barang dan/ atau jasa dalam Pasal 
bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya 
praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; 
b) Pelaku usaha patut diduga atau di anggap secara 
bersama-sama menguasai pembelian atau 
penerimaan pasokan sebagaimana yang dimaksud 
dalam ayat (1) apabila 2 (Dua) atau 3 (Tiga) pelaku 
usaha atau kelompok menguasai lebih dari 75% 
(Tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis 
barang atau jasa tertentu 
Oligopson merupakan perjanjian yang dilakukan 
dengan tujuan secara bersama-sama untuk menguasai 
pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat 
mengendalikan harga atas barang atau jasa dalam pasar. 
Dapat juga berarti merupakan bentuk suatu pasar yang di 
dominasi oleh sejumlah konsumen yang memiliki kontrol 
atas pembelian. 
 Akibat dari praktek oligopson yang menjadi korban 
adalah produsen atau penjual, dimana biasanya bentu-
bentu praktek anti persaingan lain yang menjadi korban 
umumnya konsumen atau pesaing. Dalam oligopson, 
konsumen membuat kesepakatan dengan konsumen lain 
dengan tujuan agar mereka secara bersama-sama dapat 
menguasai pembelian atau penerimaan pasokan dan 
pada akhirnya dapat mengendalikan harga atas barang 
atau jasa pada pasar yang bersangkutan.  
8) Intergrasi Vertikal 
Pasal 14 UU No.5/1999 menyatakan bahwa: 
“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan 
pelaku usaha lain dengan tujuan menguasai produksi 
sejumlah prooduk yang termasuk dalam rangkaian 
produksi barang atau jasa tertentu yang mana setiap 
rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau 
proses lanjutan baik dalam satu rangkaian langsung 
maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadi 
persaingan usaha yang tidak sehat dan/ atau yang 
merugikan masyarakat.” 
Intergrasi vertikal ini adalah perjanjian para pelaku 
usaha yang bertujuan untuk menguasai sejumlah produk 
yang termasuk dalam rangkaian pproduksi barang dan/ 
 atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi 
merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik 
dalam suatu rangkaian langsung, maupun tidak langsung.  
Integrasi vertikal diartikan sebagai suatu elemen dari 
struktur pasar dimana sebuah perusahaan melakukan 
sejumlah tahap yang berurutan dalam penawaran sebuah 
produk, sebagai kebalikan sebuah pelaksanaan yang 
hanya pada satu tahap saja (Intergrasi Horizontal). 
Keuntungan dari intergrasi vertikal mengurangi biaya 
produksi dan distribusinya dengan cara mengintergrasikan 
kegiatan-kegiatan yang berurutan, atau karena intergrasi 
adalah penting untuk menjamin penyediaan masukan dan 
saluran-saluran distribusi yang dapat dipercaya untuk 
dapat mempertahankan daya saing. Namun dampak 
integrasi vertikal lebih luas daripada pelaksanaan proses 
pasar, satu sisi meningkatkan efesiensi dalam 
penggunaan sumber daya disamping itu membatasi 
persaingan atau anti persaingan. 
9) Perjanjian Tertutup 
Pasal 15 UU No.5/1999 menyatakan bahwa: 
a) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan 
pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa 
pihak yang menerima barang dan/ atau jasa hanya 
 akan memasok atau tidak memasok kembali barang 
dan/ atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan/ 
atau pada tempat tertentu. 
b) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan 
pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak 
yang menerima barang dan/ atau jasa tertentu harus 
bersedia membeli barang dan/ atau jasa lain dari 
pelaku usaha pemasok. 
c) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenaik 
harga atau potongan harga tertentu atas barang dan 
atau jasa yang memuat persyaratan atau bahwa 
pelaku usaha yang menerima barang dan/ atau jasa 
dari pelaku usaha pemasok: Harus bersedia membeli 
barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; 
atau tidak akan membeli barang dan/ atau jasa yang 
sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang 
menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok. 
Perjanjian tertutup merupakan perjanjian yang 
mengkondisikan bahwa pemasok dari satu produk akan 
menjual produknya hanya jika pembeli (Distributor) tidak 
membeli produk pesaingnya, biasanya seorang distributor 
mengkondisikan bahwa pemasok produk tidak akan 
 menjual atau memasok setiap produknya pada pihak 
tertentu. 
10) Perjanjian dengan pihak luar negeri 
Pasal 16 No.5/1999 menyatakan bahwa: 
“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan 
pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang 
dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/ 
atau persaingan usaha tidak sehat.” 
Dilihat dari subtansinya pasal 16 merupakan sumir 
sebab tidak tegas mengatur di pasar mana 
(Domestik/asing), sebagai salah satu cirri terjadinya 
persaingan usaha tidak sehat. Perjanjian yang dilarang 
yang melibatkan pelaku usaha dari luar negeri ini 
menyangkut yurisdiksi Negara atau kewenangan hukum 
sehubungan dengan pemberlakuan undang-undang 
suatu Negara terhadap orang atau badan hukum yang 
berada diluar negeri.  
b. Kegiatan yang dilarang terdapat pada Bab IV yang 
rinciannya dimuat dari Pasal 17 sampai Pasal 24, 
Adapun larangan kegiatan monopoli diatur  dalam pasal 
17 UU No.5/1999 menyatakan bahwa: 
1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas 
produksi dan/ atau pemasaran barang dan/ atau jasa 
 yang dapat mengakibat terjadinya praktek monopoli dan/ 
atau persaingan usaha tidak sehat. 
2) Pelaku usaha patut di duga atau dapat dianggap 
melakukan pemasaran atau produksi dan/ atau 
pemasaran barang dan/ atau jasa sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) apabila “ 
a) Barang dan/ atau jasa yang bersangkutan belum ada 
subtitusinya; atau 
b) Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk 
kedalam persaingan usaha barang dan/ atau jasa 
yang sama; atau 
c) Satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha 
menguasai lebih dari 50% (Lima puluh persen) 
pangsa pasar jenis barang atau jasa tertentu 
Unsur yang terdapat dalam Pasal 17 UU No.5/1999 
adalah sebagai berikut: 
a) Melakukan perbuatan penguasaan atas suatu 
produk 
b) Melakukan perbuatan atas pemasaran suatu produk 
c) Penguasaan tersebut dapat mengakibatkan praktek 
monopoli 
d) Penguasaan tersebut dapat mengakibatkan 
terjadinya praktek usaha yang tidak sehat. 
 Praktek monopoli pada dasarnya adalah pemanfaatan 
posisi dominan oleh satu atau beberapa pelaku usaha 
untuk menguasai secara nyata suatu pasar sehingga 
dapat menentukan harga barang atau jasa. Akibatnya, 
menimbulkan persaingan pasar yang tidak sehat. 
Bahkan dapat menurunkan kepentingan umum. Pelaku 
usaha dikatakan melakukan praktek monopoli atau 
oligopoly apabila melakukan praktek usaha yang 
menghambat persaingan sehat, 
1) Menolak memberikan pasokan atau menetapkan 
harga yang berlebihan tingginya untuk produk yang 
dipasok ke pelaku usaha atau kelompok usaha di luar 
termasuk kelompok usahanya sendiri; 
2) Menjual produk dengan harga rendah dari harga 
produksi produk tersebut (sehingga dapat 
menghancurkan pesaing yang lebih kecil); 
3) Secara bersama dengan pelaku usaha besar yang 
lain menetapkan harga yang sangat rendah untuk 
produk yang dibeli dari para pemasok kecil. 
Monopoli adalah situasi pengadaan barang 
dagangannya tertentu (dipasar lokal atau nasional) 
sekurang-kurang sepertiganya di kuasai oleh satu orang 
satu kelompok saja sehingga harganya dapat 
 dikendalikan. Jadi monopoli adalah suatu kegiatan 
dimana satu orang atau satu kelompok tertentu 
menguasai sektor perdagangan tertentu sehingga 
mereka dapat menguasai pasar dan mengendalikan 
harga. 
c. Larangan yang berkaitan dengan posisi dominan 
terdapat di dalam Bab V dari Pasal 25 sampai Pasal 29, 
Undang-undang melarang pihak-pihak tertentu memiliki 
posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung 
untuk;  
1) Menetapkan syarat-syarat persaingan tertentu yang 
bertujuan untuk mencegah dan/ atau menghalangi 
konsumen memperoleh barang dan/ atau jasa yang 
bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas. 
2) Membatasi pasar dan membatasi teknologi atau produk 
yang dihasilkan. 
3) Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi 
pesaing lain, untuk memasuki pasar yang bersangkutan 
Jadi memiliki posisi dominan sebagaimana diatur dalam 
pasal 25 ayat 1, tidaklah salah selama tidak 
menyalahgunakan hal-hal tersebut dan poin 1,2 dan 3 diatas. 
Sebagai contoh perusahaan yang mampu melakukan 
penemuan-penemuan baru atau inovasi dengan sendirinya 
 mempunyai posisi dominam, bahkan monopoli terhadap 
produk tersebut selain itu suatu perusahaan tumbuh secara 
cepat dengan menawarkan suatu kombinasi antara kualitas 
dengan harga yang dikehendaki konsumen, dan pangsa 
pasarnya tumbuh dengan cepat, maka dapat dikatakan 
perusahaan tersebut telah meningkatkan baik produsen 
sendiri maupun konsumen. 
Ukuran yang dapat digunakan untuk mengindetifikasi 
adanya posisi dominan dari sisi penentuan harga adalah 
kekuatan dalam menentukan harga. Dalam ilmu ekonomi 
kekuatan ini dinamakan “Kekuatan Monopoli”. Kekuatan 
monopoli di hitung dari beberapa jauh selisih harga jika 
dibandingkan dengan biaya marginalnya.  
Penjual yang memiliki posisi dominan dapat mengarah 
kepada penjual yang lebih monopolis. Penjual yang memiliki 
posisi dominan dapat menentukan harga atau menciptakan 
hambatan masuk kepasar bagi para penjual baru, atau 
penjual yang tidak diinginkan. Pelaku usaha memiliki posisi 
dominan seperti tersebut diatas apabila: 
1) Pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha menguasai 
50% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa 
tertentu, atau  
 2) Dua atau tiga pelaku usaha atau sekelompok pelaku 
usaha menguasai 75% atau lebih pangsa pasar satu 
jenis barang atau jasa tertentu.  
Penyebab posisi dominan yaitu adanya Barrier  to entry 
dan proses integrasi vertikal suatu usaha bisnis dapat 
menjadi raksasa lahir dari penguasaan keatas, yaitu 
penguasaan terhadap bahan baku, dan penguasaan ke 
bawah, yaitu penguasaan jalur distribusi12 
d.  Pengecualian terdapat dalam Pasal 50-51, dan 
Ada monopoli yang tidak dilarang atau dikecualikan oleh 
Negara, berdasarkan Pasal 51 No.5/1999 menyatakan 
bahwa: 
“Monopoli dan/ atau pemusatan kegiatan yang berkaitan 
dengan produksi dan/ atau pemasaran barang dan/ atau 
jasa yang menguasai hajat hidup orang barang serta yang 
cabang-cabang yang penting bagi Negara yang diatur dan 
diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara atau Badan 
atau lembaga yang dibentuk dan ditunjuk oleh pemerintah.” 
Contoh monopoli yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) adalah suatu bentuk monopoli yang 
dikecualikan karena monopoli yang dilakukan oleh Negara 
melalui BUMN merupakan amanat Undang-undang dan 
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 monopoli itu dilakukan demi sebesar-besar kemakmuran dan 
kesejahteraan rakyat.  
  Beberapa jenis monopoli yaitu sebagai berikut: 
a) Monopoli Alamia, yaitu monopoli yang disebabkan oleh 
keadaan alam tertentu maupun disebabkan oleh adanya 
bakat khusus yang melebihi orang lain. 
b) Monopoli undang-undang, yaitu monopoli yang diberikan 
oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan 
baik kepada swasta maupun monopoli yang dikuasai 
atau dimiliki oleh Negara dengan ketetapan undang-
undang. 
- Contoh monopoli undang-undang kepada swasta: 
adanya pemberian hak paten, hak cipta, hak konsesi, 
hak merk dagang dan sebagainya 
- Contoh monopoli yang dipegang oleh Negara dengan 
ketetapan undang-undang, yaitu Bank Indonesia, 
PT.PLN, PT.Postel, Perum Kereta Api, dan 
sebagainya. 
c) Monopoli karena perjanjian, monopoli melalui perjanjian 
kerjasama dengan orang/ perusahaan lain dengan tujuan 
 mengurangi persaingan usaha atau menguasai 
perusahaan lain.13 
 
 
e. Lembaga yang ditugasi pemerintah untuk melakukan 
pengawasan persaingan usaha yang disebut dengan 
Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) (Pasal 
30-37).14 
Pasal 30 ayat 1 UU No.5/1999 menyatakan bahwa: “Untuk 
mengawasi undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas 
Persaingsan Usaha.” 
Bersadarkan Pasal 30/37 UU No.5/1999 dengan tegas 
mengamanatkan berdirinya suatu komisiyang independen 
yang disebut dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
(KPPU). KPPU berdiri berdasarkan Keputusan Presiden RI 
No.75 tahun 1999. 
1. Wewenang KPPU 
Dalam kedudukannya sebagai pengawas UU No.5 
tahun 1999 Pasal 36 dan Pasal 47 telah memberikan 
kewenangan khusus kepada Komisi. Secara garis besar, 
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 kewenangan komisi dapat dibagi menjadi dua yaitu 
wewenang aktif dan wewenang fasif. 
Wewenang aktif adalah wewenang yang diberikan 
kepada komisi melalui penelitian. Komisi berwenang 
melakukan penelitian terhadap pasar, kegiatan dan 
posisi dominan, komisi juga berwenang melakukan 
penyelidikan, penyimpulan hasil penyelidikan dan/ atau 
pemerikasaan, memanggil pelaku usaha, memanggil dan 
menghadirkan saksi-saksi, menerima bantuan 
penyelidik, meminta keterangan dari instansi pemerintah, 
mendapatkan dan meneliti dokumen dan alat bukti lain, 
memutuskan dan menetapkan, serta menjatuhkan sanksi 
administratif. 
Wewenang pasif adalah menerima laporan dari 
masyarakat dari atau dari pelaku usaha tentang dugaan 
terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha 
tidak sehat.  
Wewenang komisi pengawas dan diuraikan sebagai 
berikut:15 
a. Menerima laporan dari masyarakat dan/ atau pelaku 
usaha tentang dugaan telah terjadinya praktik 
monopoli dan/ atau persaingan curang. 
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 b. Melakukan penelitian mengenai dugaan adanya 
kegiatan usaha atau tidakan pelaku usaha yang 
dapat menimbulkan praktik monopoli dan/ atau 
persaingan usaha. 
c. Melakukan penyelidikan dan/ atau pemeriksaan 
kasus-kasus dugaan praktik monopoli dan/ atau 
persaingan curang yang didapatkan karena laporan 
masyarakat, laporan pelaku usaha, ditemukan 
sendiri oleh komisi pengawas dari hasil 
penelitiannya. 
d. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan/ atau 
pemeriksaan tentang adanya suatu praktik monopoli 
dan/ atau persaingan curang 
e. Melakukan pemanggilan terhadap pelaku usaha 
yang diduga telah dmelakukan pelanggaran 
terhadap undang-undang Anti Monopoli. 
f. Melakukan pemanggilan dan menghadirkan saksi-
saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap 
mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan 
Undang-Undang Anti Monopoli. 
g. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan 
pelaku usaha, saksi-saksi, saksi ahli atau pihak 
 lainnya yang tidak bersedia memenuhi panggilan 
Komisi Pengawas. 
h. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam 
kaitannya dengn penyelidikan dan/ atau 
pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang 
melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Anti 
Monopoli. 
i. Mendapatkan, meneliti, dan/ atau menilai surat 
dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/ 
atau pemeriksaan. 
j. Memberikan keputusan atau ketetapan tentang ada 
atau tidaknya kerugian bagi pelaku usaha Fair atau 
masyarakat. 
k. Mengkonfirmasi keputusan komisi kepada pelaku 
usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan/ 
atau persaingan curang. 
l. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administrative 
kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan 
dalam Undang-undang No.5 tahun 1999. 
2. Tugas KPPU 
Atas kewenangan tersebut komisi memiliki beberapa 
tugas sebagai berikut:16 
                                                          
16 Pasal 35 UU No.5 Tahun 1999 
 a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang 
mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/ atau 
persaingan pasar yang tidak sehat, seperti oligopoly, 
diskriminasi harga, penetapan harga, pembagian 
wilayah,  pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, 
integrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan perjanjian 
dengan pihak luar negeri.17 
b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan/ 
atau tindakan pelaku usaha yang dilarang seperti 
monopoli, monopsoni, penguasaan pasar dan 
persekongkolan18 
c. Melakukan penilaian ada atau tidak adanya 
penyalahgunaan posisi dominan yang dapat 
mengakibatkan praktik monopoli dan/ atau 
persaingan usaha yang tidak sehat yang dapat 
timbul dengan posisi dominan, jabatan rangkap, 
pemilikan saham, penggabungan, peleburan, serta 
pengambilalihan.19 
d. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap 
kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik 
monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. 
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 e. Menyusun pedoman dan/ atau publikasi yang 
berkaitan dengan UU No.5 tahun 1999 
f. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja 
komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR). 
Dari perincian tugas dan wewenang dari komisi 
pengawas tersebut di atas terlihat bahwa kewenangan 
komisi hanya terbatas pada kewenangan administrative 
belaka. Sungguh pun ada kewenangan yang mirip 
dengan kewenangan badan penyidik, badan penuntut 
bahkan badan pemutus, tetapi itu semua hanya 
semata-mata dalam rangka mengjatuhkan  hukuman 
administrasi saja karena komisi bukanlah polisi khusus 
ataupun Badan Penyidik Sipil. Oleh Karena itu, putusan 
komisi pengawas dapat langsung dimintakan 
penetapan eksekusi pada Pengadilan Negeri yang 
berwenang tanpa harus beracara sekali lagi 
dipengadilan tersebut. 
 
C. Warung Kopi 
1. Pengertian Warung Kopi 
Warung adalah usaha kecil milik keluarga yang berbentuk kedai, 
kios, toko kecil, atau restoran sederhana, istilah warung dapat 
 ditemukan di Indonesia dan Malaysia. Warung adalah salah satu 
usaha mikro dan bagian penting dalam kehidupan keseharian rakyat 
Indonesia. Sementara warung yang menjual makanan umumnya 
dapat menjual penganan sederhana gorengan seperti pisang goreng 
dan kopi. Selain menjual masakan Indonesia, beberapa warung 
menjual makanan asia dan barat, makanan seperti nasi goreng dan 
mi goreng lazim ditemukan di warung. Istilah warung juga merujuk 
kepada toko atau kedai, dan menjadi dasar istilah lain.20 Termasuk 
pada warung kopi, diadobsi dari kata warung yang dibubuhi derngan 
kata kopi. 
Warung adalah dapat dikatakan sebagai bentuk perusahaan kecil 
atau perorangan, warumg kopi yang dijalankan semata-mata umtuk 
memenuhi kebutuhan sehari-hari pemiliknya dan hanya 
memepekerjakan keluarganya sindiri terdapat pengecualian 
terhadapnya dalam mendaftarkan perusahaannya sesuai dengan 
amanat Permen Perdagangan pasal 4 tahun 2007 tentang 
penegecualian pendaftaran. Tetapi jika ingin mendaftarkan 
perusahaannya juda tidak dilarang tentunya. Berbeda dengan 
warung kopi di Kabupaten bone yang bertujuan komersil lainnya dan 
tidak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau mempekerjakan 
pegawai professional lainnya maka harus didaftarkan bentuk 
perusahaannya meskipun itu perusahaan kecil. 
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 Menurut George W. England, tujuan perusahaan adalah  
 Profitability (menghasilkan keuntungan) 
 Productifity (menghasilkan produk dengan kualitas atau 
jumlah tertentu) 
 Growth (tumbuh dan berkembang) 
 Employee Satisfaction (memuaskan karyawan) 
 Community interest (memenuhi kebutuhan masyarakat) 
Pada akhirnya, tujuan setiap perusahaan tentu bervariasi dan 
sangat tergantung pada banyak faktor, terutama pada pandangan 
pemilik (owner) ataupun pengelolanya. Bagi usaha bisnis, tujuan 
utamanya ialah memperoleh keuntungan. Di Indonesia, tujuan-tujuan 
di atas nampaknya masih dapat ditambahkan satu tujuan lagi, yaitu 
untuk beribadah, karena masyarakat Indonesia memiliki pandangan 
religius atau keberagaman yang kuat.21 
Berdasar pada pengertian warung yang dibubuhi kata kopi pada 
kata selanjutnya, maka dalam penelitian ini penulis memberikan 
batasan yang jelas tentang warung kopi yang akan menjadi bahan 
penelitian di lapangan. Warung kopi adalah tempat disediakannya 
minuman kopi atau sejenisnya yang sifatnya sederhana untuk 
dikonsumsi masyarakat pelanggannya, yang mempunyai identitas 
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 seperti tulisan maupun disertai dengan gambar pada warungnya 
dengan desain sederhana.22  
Warung kopi menjadi ikon lama bagi para pemuda yang ada di 
kota-kota besar maupun kota yang berkembang untuk melakukan 
interaksi, baik berupa pertemuan yang membincangkan hal yang 
serius maupun yang cuma bercanda dan menghabiskan waktu 
luang,  selain menghabiskan waktu. Tetapi ada beberapa warung 
kopi juga di pakai sebagai tempat untuk mendapatkan fasilitas 
tertentu yang biasa disebut fasilitas wi-fi yang mampu 
menyambungkan laptop dan handphone (HP) ke akses internet yang 
tidak menutup mata akan perkembangan zaman. Perkembangan 
warung kopi saat ini terbilang pesat dan menjamur hampir disetiap 
sudut kota Watampone. 
Dari suatu pengamatan budaya warung kopi banyak memberi 
layanan sebagai pusat interaksi sosial. Warung kopi dilihat memberi 
kesempatan kepada anggota-anggota sosial untuk berkumpul, 
berbicara, menulis, membaca, menghibur satu sama lain, atau 
membuang waktu baik secara individu maupun kelompok. Dalam 
perkembangnya warung kopi memiliki tempat tersendiri bagi para 
penikmatnya. 
Seiring dengan perkembangan zaman, warung kopi terus 
bertransformasi menyesuaikan zaman dan kebutuhan dari para 
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 penikmat kopi, bersamaan dengan itu pula, tumbuhlah gaya hidup 
baru dan sangat mempengaruhi budaya konsumtif dalam 
masyarakat Kota Watampone, hal ini tergambar dari menjamurnya 
serta banyaknya warung kopi yang tergolong masih baru di kota 
tersebut. Dalam hal ini juga memberikan pengaruh bagi sebahagian 
masyarakat kota itu dalam memilih warung kopi. 
 
2. Eksistensi Warung Kopi 
Dalam dunia usaha terdapat banyak hal yang mempengaruhi 
terhadap kesinambungan dunia usaha pada suatu daerah. Setiap 
usaha atau dalam hal ini warung kopi memiliki resistensi atau daya 
tahan masing-masing terhadap setiap faktor-faktor yang berbeda-
beda. 
Faktor lingkungan yang mempengaruhi dunia usaha secara tidak 
langsung ini berada di luar elemen pihak internal dan eksternal yang 
telah dijelaskan. Secara bersamaan faktor internal dan eksternal 
dengan faktor lingkungan mempengaruhi kondisi dari warung kopi 
pinggir jalan ini. 
Variabel-variabel di bawah ini secara tidak langsung akan 
memberi pengaruh pada suatu perusahaan. 
a. Variabel sosial 
1. Faktor demografis, seperti jumlah, komposisi, dan 
pertumbuhan penduduk suatu wilayah. 
 2. Faktor gaya hidup, seperti selera masyarakat, tren yang 
sedang digandrungi. 
3. Faktor nilai sosial, seperti adat-istiadat, norma yang 
sedang berlaku, dan kebiasaan. 
b. Variabel Ekonomi 
Berkaitan erat dengan indikator ekonomi yang bersifat umum, 
seperti mengukur tabungan, investasi, produktifitas, lapangan 
kerja, kegiatan pemerintah, transaksi perdagangan 
internasional, pendapatan dan produk nasional. 
c. Variabel Politik 
Faktor-faktor yang terkait dengan kondisi atau iklim politik di 
suatu daerah. 
d. Variabel Teknologi 
Kemajuan di bidang teknologi yang berubah-ubah dari waktu 
ke waktu yang terkadang sangat cepat mempengaruhi dunia 
usaha. Perusahaan yang statis dan tidak mengikuti 
perkembangan teknologi cenderung tertinggal dibandingkan 
perusahaan yang terus menerus melakukan adaptasi teknologi 
untuk membuat operasional menjadi lebih efektif dan efisien.23 
Kesemua faktor eksternal yang telah dijelaskan diatas jelas 
bahwa banyak hal yang bisa membuat warung kopi pinggir 
jalan ini tenggelam diantara banyaknya pesaing usaha yang 
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 lain. Faktor yang sangat mencolok ialah faktor teknologi, 
dimana kalau suatu perusahaan statis akan teknologi maka 
akan berdampak pada keberlangsungan perusahaannya. 
Apalagi jika melihat dari maraknya warung kopi yang mengikuti 
perkembangan teknoogi sebagai upaya tetap eksis dan tetap 
menarik pengunjungnya, maka warung kopi pinggir jalan yang 
hanya menyediakan secangkir kopi dan gorengan beserta 
mengandalkan pelanggan-pelanggan setianya ini terancam 
eksistensinya di dalam persaingan usaha di Bumi Arung 
Palakka . 
 
D. Kafe 
1. Pengertian Kafe 
Kafe adalah tempat yang didesain secara tradisional ataupun 
modern menyerupai restoran dan dikelola secara komersial yang 
menyediakan jasa pelayanan minuman dan makanan ringan yang 
menu minumannya lebih banyak daripada makanannya. Pengaruh 
modernisasi yang tampak jelas dalam kafe adalah sebagai berikut. 
Pertama, pergeseran fungsi  kafe yang dulunya hanya sebagai 
tempat minum dan makan, namun sekarang menjadi suatu tempat 
yang nyaman untuk tinggal berlama-lama dengan berbagai fasilitas 
yang disediakan seperti, wi-fi, musik, suasana yang menyenangkan 
dengan konsep kafe yang beragam dan lain-lain. Kedua,  adalah 
 perubahan gaya hidup, kafe menjelma sebagai gaya hidup 
masyarakat kota, salah satu jenis tempat makan yang dipandang 
mampu mencerminkan gaya hidup serta kelas sosial.  
Berbeda dengan  restoran, restoran lebih menekankan pada 
fungsinya, sedangkan kafe lebih dianggap sebagai ruang publik yang 
mencerminkan status sosial. Kafe merupakan bagian yang tidak 
dapat dipisahkan dengan manusia modern perkotaan dan telah 
menjadi kesatuan yang utuh dengan gaya hidup.  
Keberadaan kafe saat ini sedang menjadi trend. Selain di mall 
atau di hotel, kafe juga dapat ditemukan di rumah dan di pinggir 
jalan, sehingga persaingannya pun semakin ketat. Eksistensi kafe di 
Watampone kini telah menjadi pemandangan yang biasa. Melalui 
beragam nama, mulai dari warung kopi, coffee shop, kedai, sampai  
kafe tumbuh seperti jamur di musim hujan di kota bumi Arung 
Palakka ini. 
Inilah era baru generasi kafe. Tidak bisa dipungkiri kehidupan 
masyarakat Watampone tidak bisa lepas dari kehidupan malamnya 
baik dari nogkrong di kafe, hang out, dan lain sebagainya. Semua 
membentuk menjadi satu komunitas dan menjadi perwujudan 
budaya modernisasi. 
Menjamurnya kafe-kafe di kota Watampone ini juga didukung 
secara tidak langsung oleh karakter masyarakat suatu daerah yang 
baru berkembang dimana individu-individu sangat sulit untuk 
 dikendalikan, sedikit latah dengan hal-hal baru dimana karakter 
manusia pada umumnya rumit untuk dikendalikan. Gejala latah 
sosial ini bukan hanya mengenai kenapa para konsumen kafe tetapi 
terlebih dahulu latah kepada pemilik atau pengusaha kafe, melihat 
satu saja kafe yang laris manis diserbu maka akan diikuti tidak hanya 
satu saja orang tetapi banyak yang akan membuat usaha serupa.   
Manusia adalah agen bebas dan selamanya berada di luar 
jangkauan teknik-teknik pengendalian. Tampaknya mustahil kita bisa 
menemukan pemecahan dalam keyakinan ini. Kebebasan yang 
menjadi isu utama dalam evaluasi pemerintah berkaitan dengan 
kendali tandingan atas teknik-teknik aversif. Doktrin tentang 
kebebasan pribadi menarik minat siapapun yang menganggap 
penting keterlepasan dari kendali yang memaksa. Akan tetapi, 
perilaku ditentukan dengan cara-cara yang tidak memaksa; dan 
ketika jenis kendali lain dapat dipahami dengan baik, doktrin 
kebebasan pribadi menjadi kurang efektif sebagai sarana motivasi 
dan semakin tidak dapat dipertahankan dalam pemahamannya 
teoretis tentang perilaku manusia. Kita semua mengendalikan 
sekaligus dikendalikan. Ketika perilaku manusia dianalisis lebih 
lanjut, kendali akan menjadi lebih efektif. Cepat atau lambat, problem 
tersebut harus dihadapi.24 Hal ini menyakinkan kalau gejala latah di 
masyarakat kabupaten Bone akan merebaknya kafe-kafe modern ini 
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 tidak bisa dikendalikan baik yang ingin membuat kafe begitupun bagi 
para pengunjung. 
Sesuai dengan kebutuhan modernisasi, kafe tidak terbatas untuk 
tempat nongkrong anak-anak remaja, tapi bisa sebagai tempat untuk 
mengerjakan tugas sekolah yang nyaman dan lebih bebas 
dibandingkan di rumah, sebagai tempat sarapan, dengan makanan 
cepat saji.  Malam harinya, terkhusus pada malam minggu kafe-kafe  
malah dibanjiri para remaja. 
Kafe menjadi ikon baru bagi masyarakat  yang ada di kota-kota 
besar maupun kota yang berkembang untuk melakukan interaksi, 
baik berupa pertemuan yang membincangkan hal yang serius 
maupun yang cuma bercanda dan menghabiskan waktu luang,  
selain menghabiskan waktu, kafe juga di pakai sebagai tempat untuk 
mendapatkan fasilitas tertentu, seperti fasilitas wi-fi yang mampu 
menyambungkan laptop dan handphone (HP) ke akses internet. 
Perkembangan Kafe saat ini terbilang pesat, khususnya di Kota 
Watampone yang  diibaratkan sebagai jamur di musim hujan.  
Kafe-kafe ini banyak memberi layanan sebagai pusat interaksi 
sosial. Kafe  dilihat memberi kesempatan kepada anggota-anggota 
sosial untuk berkumpul, berbicara, menulis, membaca, menghibur 
satu sama lain, atau hanya sekedar  membuang waktu baik secara 
individu maupun kelompok. Sekedar nongkrong di kafe saat ini bagi 
masyarakat kota Watampone menjadi sebuah kegiatan yang 
 memiliki kesenangan tersendiri. 
Kafe dianggap sebagai suatu tempat makan yang berkelas yang  
mampu menghadirkan suasana santai yang dibutuhkan. Kafe 
dimanfaatkan sebagai sarana bersantai bersama teman atau 
keluarga, bersosialisasi dengan rekan bisnis, ada juga yang datang 
untuk  menemukan suasana kesendirian.  Saat ini menikmati  
jamuan di kafe menjadi kebiasaan atau gaya hidup baru disetiap 
lapisan masyarakat, bukan lagi hanya untuk kalangan eksekutif. 
Dalam perkembangnya kafe  memiliki tempat tersendiri bagi para 
penikmatnya.  Seriring dengan perkembangan zaman kafe terus 
bertransformasi, bersamaan dengan itupula, tumbulah gaya hidup 
baru dan sangat mempengaruhi budaya konsimtif dalam masyarakat 
kota Watampone khususnya para remaja,  hal ini tergambar dari 
menjamurnya serta banyaknya kafe yang tergolong masih baru di 
kota Bumi Arung Palakka tersebut dengan berbagai macam konsep 
kafe mulai dari tradisional sampai dengan konsep yang modern. 
 
2. Konsep Pemasaran 
Dalam aktivitas pemasaran harus didasarkan pada filosofi yang 
dipikirkan dengan seksama meliputi efesiensi, keefektifan dan 
tanggung jawab sosial. Sekalipun demikian, ada enam konsep yang 
sama-sama sering menjadi dasar dalam aktivitas pemasaran 
organisasi: kosep produksi; konsep produk; konsep penjualan; 
 konsep pemasaran; konsep pelanggan; dan konsep pemasaran 
masyarakat. 
Kafe yang dimaksud dalam penulisan ini adalah menggunakan 
konsep pemasaran “penjualan”. Konsep penjualan adalah salah satu 
kecendrungan yang umum. Konsep penjualan yang umum 
menyatakan bahwa konsumen dan bisnis, jika dibiarkan begitu saja, 
tak akan membeli cukup banyak produk dari organisasi tertentu. 
Dengan demikian, organisasi harus melakukan usaha penjualan dan 
promosi yang agresif. Konsep ini menganggap bahwa konsumen 
umumnya menunjukkan kelambanan dan penolakan untuk membeli 
dan harus diyakini untuk membeli. Konsep ini juga menganggap 
bahwa  perusahaan memiliki seperangkat alat penjualan dan 
promosi efektif untuk merangsang pembelian yang lebih banyak. 
Konsep penjualan ini mendapat contoh yang terbaik dari pemikiran 
Sergi Zyman, mantan wakil presiden Coca-Cola yang mengatakan 
kalau tujuan pemasaran adalah menjual lebih banyak barang ke 
lebih banyak orang secara lebih sering untuk harga yang lebih tinggi 
agar keuntungan lebih besar. 
Konsep penjualan dipraktikkan secara lebih agresif dengan 
barang-barang yang tidak dicari, atau barang-barang yang pembeli 
secara normal tak berpikir untuk membelinya. Industri ini telah 
menyempunakan berbagai tekniik penjualan untuk menemukan 
prospek dan melakukan promosi secara konsisten baik dari mulut ke 
 mulut untuk menekankan produk mereka. Konsep penjualan ini juga 
dipraktikkan di bidang nirlaba oleh para penggalang dana, kantor 
penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi, dan partai politik. 
Sebuah partai politik “menjual” kandidatnya kepada para pemilih. 
Kandidat itu mengunjungi daerah pemilihan mulai dari pagi hari 
hingga larut malam, berjabat tangan, mencium bayi, bertemu dengan 
donor, dan berpidato. Tak terhitung uang yang dihabiskan untuk iklan 
radio dan televisi, poster dan surat. Kelemahan kandidat ditutupi dari 
masyarakat karena tujuannya untuk membuat penjualan, bukan 
khawatir atas kepuasan setelah pembelian. Setelah pemilihan, 
pejabat yang baru terus mengambil pandangan yang condong pada 
penjualan. Hanya sedikit penelitian mengenai apa yang diinginkan 
oleh masyarakat dan banyak sekali penjualan untuk membuat 
masyarakat menerima kebijakan yang diinginkan oleh politisi dan 
partai. 
Kebanyakan perusahaan mempraktikkan konsep penjualan saat 
mereka memiliki kapasitas berlebih. Tujuan mereka adalah menjual 
apa yang mereka buat daripada membuat apa yang diinginkan oleh 
pasar. Di dalam ekonomi industri modern, kapasitas produktif telah 
dibangun sampai suatu titik dimana sebagian besar pasar adalah 
pasar pembeli (pembeli menjadi pihak dominan) dan penjual harus 
bersaing untuk mendapatkan pelanggan 
 Sekalipun demikian, pemasaran berdasarkan penjualan dengan 
keras membawa resiko yang tinggi. Cara ini mengasumsikan bahwa 
pelanggan yang dibujuk untuk membeli suatu produk akan 
menyukainya; jika tak menyukainya, mereka tak akan menyebarkan 
kabar buruk untuk mengenai hal itu atau mengeluh pada organisasi 
konsumen dan akan melupakan kekecewaan mereka serta membeli 
lagi. Ini adalah asumsi yang tidak berdasar. Satu penelitian 
menunjukkan bahwa pelanggan yang tak puas akan menyebarkan 
kata-kata buruk tentang produk tersebut kepada sepuluh atau lebih 
kenalan mereka; dewasa ini kabar buruk lebih cepat menyebar dan 
menjangkau lebih jauh dengan adanya internet.25 
Inilah yang penulis angkat sebagai karakteristik kafe yang akan 
diteliti dalam penulisan ini. 
 
3. Eksistensi Kafe 
Dalam dunia usaha terdapat faktor internal dan eksternal yang 
mempengaruhi secara lansung dalam keberlangsungan sebuah 
usaha. Dan juga ada dua pihak yang berpengaruh secara lansung, 
yakni external stakeholder (pihak luar) dan  internal stakeholder 
(pihak dalam) 
a. Pihak Internal Dunia Usaha 
1. Karyawan. 
                                                          
25Philip Kotler, Swee Hoon Ang, dkk, Manajemen Pemasaran Sudut pandang 
Asia, (Singapura: Indeks, 2003), hlm 23. 
 Dengan memiliki sumber daya manusia yang baik akan 
sangat membantu dunia usaha untuk maju. 
2. Pemegang saham dan dewan redaksi. 
Adalah dua bagian penting yang mengatur kegiatan atau 
jalannya roda perusahaan publik dimana para pemegang 
saham memiliki kemungkinan untuk memengaruhi suatu 
perusahaan dengan hak suara yang dimilikinya sesuai 
dengan presentasi saham yang dimiliki. 
b. Pihak Eksternal Dunia Usaha 
1. Pelanggan/konsumen 
Konsumen dapat dibagi menjai dua, yaitu konsumen 
perorangan atau individu dan konsumen 
lembaga/perusahaan/bisnis. Konsumen membelanjakan 
uang yang dimilikinya untuk barang atau jasa yang dimiliki 
oleh suatu perusahaan. 
2. Pemasok/Suplier/Vendor 
Membantu perusahaan untuk mendapatkan faktor 
produksi atau input untuk diolah menjadi keluaran atau 
output yang memiliki nilai tambah. 
3. Pemerintah  
Lembaga yang membuat undang-undang, kebijakan serta 
peraturan agar roda perekonomian suatu negara atau 
daerah dapat berjalan seperti yang telah direncanakan. 
 4. Serikat Pekerja 
Berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan 
pekerja, seperti upah, jam kerja, fasilitas, dan kondisi 
kerja. 
5. Pesaing/rival 
Semakin kuat pesaing kita, maka akan mengurangi omset 
perusahaan sehingga perlu secara terus menerus 
melakukan pengembangan dan perbaikan untuk dapat 
menguasai pasar 
6. Lembaga Keuangan 
Lembaga seperti bank, asuransi, leasing atau sewa guna 
dan lain sebagainya yang membantu perusahaan dalam 
mengelola keuangannya. 
7. Lembaga konsumen 
Lembaga ini akan membantu konsumen dalam 
memperjuangkan haknya. Jika ada maslah antar 
konsumen dengan produk perusahaan maka lembaga 
konsumen akan membantu si konsumen, 
8. Kelompok Khusus 
Suatu kelompok yang mempunyai kegiatan 
spesifik/khusus sesuai komunitas. 
Contohnya seperti kelompok sosial, kelompok pecinta 
alam, dan lain-lain. 
 9. Pihak Yang Berkepentingan Lain 
Memerhatikan lembaga atau organisasi lain yang 
berhubungan dengan bisnis yang dijalankan. Jika terjun 
ke dalam bisnis rumah sakit, maka kelompok dokter, 
paramedis, pasien dan lainnya harus diperhatikan.26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
26Agus Arijanto, Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis,  (Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2011), hlm 30-32. 
 BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Untuk mendapatkan data dan informasi yang jelas dan sesuai 
dengan permasalahan yang akan penulis teliti pada penyusunan 
skripsi ini, penulis akan melakukan penelitian pada Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu Kabupaten Bone, selaku instansi yang 
mengeluarkan Surat Izin Usaha, Dinas Koperasi dan UMKM, penulis 
juga akan melakukan penelitian pada warung kopi pinggir jalan dan 
kafe-kafe di Kota Watampone. 
 
B. Tipe Penelitian 
Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif, 
yaitu suatu metode  dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu 
objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu peristiwa 
pada masa sekarang, tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk 
membuat suatu deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, 
faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan 
antar fenomena yang diteliti. 
 
C. Jenis Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
 1. Data Primer yaitu data yang diperoleh lansung dari lokasi 
penelitian setelah melakukan wawancara dan observasi dengan 
pihak-pihak serta objek yang terkait dengan permasalahan yang 
akan diteliti. 
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan (library research) berupa peraturan Perundang-
undangan, buku-buku, literature-literatur, laporan hasil penelitian, 
karya ilmiah, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan 
permasalahan yang diteliti 
. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan melaului dua cara yakni, melalui 
penelitian pustaka (library research) dan penelitian lapangan (field 
research). 
1. Penelitian pustaka (library research) 
Di dalam melakukan penelitian kepustakaan, penulis 
mengumplkan data melalui buku-buku, internet, surat kabar, 
majalah, maupun peraturan peundang-undangan yang ada 
kaitannya dengan permasalahan yang diteliti, serta data yang 
diperoleh dari kantor/daerah yang terkait. 
2. Penelitian Lapangan (field research) 
Di dalam melakukan penelitian lapangan (field research), 
penulis menggunakan metode wawancara. 
 Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dalam bentuk 
tanya jawab yang secara lansung kepada responden dan 
narasumber dengan menggunakan pedoman wawancara baik 
kepada pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 
Kabupaten Bone, pegawai Dinas Koperasi dan UMKM 
Kabupaten Bone, pemilik kafe, pemiik warung kopi dan 
pelanggan dari masing-masing kafe atau warung kopi pinggir 
jalan, 
 
E. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Populasi dalam penelitian ini adalah kafe dan warung kopi 
pinggir jalan yang berada di Kota Watampone, 
Dalam observasi yang penulis lakukan untuk mendapatkan 
jumlah kafe dan warung kopi yang termasuk dalam kriteria 
penulisan ini, dapat diketahui jumlah kafe di pusat Kota 
Watampone ini adalah 41 dan warung kopi sendiri berjumlah 11 
yang letaknya pada dua kecamatan, yaitu sebagian di Kecamatan 
Tanete Riattang Barat dan sebagiannya lagi di Kecamatan Tanete 
Riattang. 
2. Sampel 
Sampel yang dimaksud dalam penelitian ini adalah: 
a. Kafe  
 1. La mone Coffe Shop  di Jalan Pisang Lama; 
2. FR Outdoor Café di Jalan Makmur; 
3. D’noer Cafe di Jalan Jendral Ahmad Yani. 
4. Café Vierra di Jalan Mangga 
b. Warung Kopi 
1. Warung kopi Sederhana di Jalan Mesjid; 
2. Warung kopi Gemilang di Jalan Beringin; 
3. Warung kopi Hegar di Jalan Makmur; 
4. Warung Kopi Sarlim di Jalan Beringin. 
F. Teknik Analisa Data 
Penelitian ini bersifat deskriptif. Pemilihan metode ini karena 
penelitian yang dilakukan ingin mempelajari dan mengetahui 
permasalahan-permasalahan dalam suatu masyarakat, juga 
hubungan antar fenomena, dan membuat gambaran mengenai situasi 
atau kejadian yang ada. 
Datanya seperti di atas kemudian akan dianalisis secara kualitatif. 
Data kualitatif ini adalah data yang diperoleh merupakan gambaran 
dari suatu fakta yang terjadi, sehingga kesimpulan yang ditarik sesuai 
dengan kejadian yang sebenarnya dalam penelitian ini. 
 
 
 
 BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
A. Persaingan Usaha Antara Kafe Dan Warung Kopi Di Kota 
Watampone Dari Perspektif Antropologi Hukum 
Persaingan usaha antara kafe dan warung kopi ini dari sudut 
pandang pemilik adalah persaingan usaha yang cukup sehat dimana 
dari segi pengunjung tidak terlalu dipengaruhi oleh keberadaan 
warung kopi dan kafe-kafe yang baru. Dimana warung kopi punya 
pelanggan tetap masing-masing dan kafe yang juga memiliki segmen 
pasar tersendiri. Seperti yang dikatakan oleh bapak David 58 tahun 
pemilik Warkop Sederhana yang berada di Jalan Veteran “biasanya 
pengunjung saya kebanyakan bapak-bapak yang berumur 40 tahun 
keatas datangnya dari jam sebelas pagi”.27 Sedangkan menurut, Andi 
Mei Hermawansyah 22 tahun pemilik Lemone Café and Coffeshop di 
Jalan Beringin “pengunjung saya kebanyakan remaja dan dewasa 
yang datang dengan berbagai macam kepentingan diantaranya ada 
yang cari wifi gratis untuk kerja tugas, ada yang memang mau 
nongkrong, ada yang mau minum kopi saja, dan juga ada yang mau 
cari hiburan seperti dengar live music”.28 
Hal ini sedikit menjelaskan kalau dari segi persaingan usaha dalam 
hal tarik  menarik pengunjung, para pemilik kafe dan warung kopi ini 
                                                          
27 David, Pemilik Warkop Sederhana, Wawancara, Watampone, 29 April 2016. 
28 Mei Hermawansyah, Pemilik Lemone Coffe Shop, Wawancara Watampone, 30 April 
2016. 
 tidak terlalu dipusingkan dengan maraknya usaha sejenis mereka di 
Kota Watampone. 
Persaingan usaha yang terjadi akibat banyaknya muncul kafe dan 
warung kopi satu tahun belakangan ini mau tidak mau akan 
menimbulkan berbagai macam hal-hal yang dapat menjadi bahan 
hukum dalam konteks antropologi hukumnya. Sedikit mengenai 
antropologi hukumnya, penulis menemukan bahwa sampel warung 
kopinya yang dibahas selanjutnya sebagian besar telah memiliki surat 
izin usaha ini adalah dimiliki oleh etnis minoritas atau biasa kita 
menyebutnya dengan etnis cina, sedangkan kafe-kafe yang baru 
beroperasi satu atau dua tahun belakangan ini seluruhnya ialah milik 
dari etnis mayoritas di Kabupaten Bone atau orang Bugis Bone.  
Penulis dalam hal ini juga menemukan aspek hukum yang dilanggar 
oleh kafe-kafe yang baru muncul belakangan ini yaitu soal kepemilikan 
perizinan kegiatan usaha.  Merujuk kepada usaha-usaha yang tidak 
mengantongi izin usaha, berarti juga tidak mendaftarkan usahanya 
atau perusahaannya. Menurut pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten 
Bone Nomor 23 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha dan 
Perdagangan untuk retribusi perdagangan “perusahaan kecil”  
sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang dibayarkan setiap 
bulan. Jumlah ini mungkin tidak terlalu besar, tetapi dalam penulisan 
ini didapati sedikitnya dari 41 kafe yang terdapat di Kota Watampone, 
hanya ada 6 yang terdaftar, berarti masih ada 35 kafe lainnya yang 
 belum atau tidak mendaftarkan perusahaannya. Jika setiap usaha 
perdagangan dikenakan biaya sebesar Rp. 20.000,00 , maka akan 
dikalikan dengan 35 usaha dan hasilnya adalah Rp. 700.000,00 (tujuh 
ratus ribu rupiah). Jadi hitung-hitungannya, pemerintah akan 
kehilangan Rp. 700.000,00  dalam sebulan untuk kafe-kafe yang tidak 
terdaftar itu. Tentunya jumlah ini akan menjadi masalah hukum 
dikemudian hari jika dibiarkan. 
Lebih lanjut kepemilikan perizianan kegiatan usaha diperlukan 
dokumen-dokumen seperti: 
1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 
Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
1982  tentang Wajib Daftar Perusahaan yang dimaksud dengan 
Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan 
menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan 
atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal 
yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan 
oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran 
perusahaan.29 
Adapun yang dimaksud dengan Perusahaan adalah setiap 
bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat 
tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta 
                                                          
29  Hukumonline.com. (Bimo Prasetyo dan Dwinanda Febryani). 2016. 
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4ec1e7d00cf43/prosedur-perizinan-usaha-
kecil. Pada Tanggal 15 Juni pukul 15.00. 
 berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk 
tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba; 
Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan 
Nomor 37 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran 
Perusahaan, diatur bahwa setiap Perusahaan yang berbentuk : 
a.    Perseroan Terbatas; 
b.    Koperasi; 
c.    Persekutuan Komanditer (CV); 
d.    Firma (Fa); 
e.    Perorangan; 
f.     Bentuk Lainnya; dan 
g.    Perusahaan Asing dengan status Kantor Pusat, Kantor 
Tunggal, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak 
Perusahaan, dan Perwakilan Perusahaan yang 
berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilyah 
Republik Indonesia 
Sebagai asumsi apabila bentuk perusahaan yang ingin 
dibentuk adalah salah satu dari bentuk usaha yang diatur 
dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 
Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan, 
maka daftar perusahaan wajib untuk dilaksanakan. Apabila 
bentuk perusahaan yang akan dibentuk adalah perusahaan kecil, 
maka berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan terdapat pengecualian 
kewajiban untuk mendaftarkan daftar perusahaan bagi 
perusahaan kecil, namun apabila perusahaan kecil tetap dapat 
 memperoleh TDP untuk kepentingan tertentu, apabila 
perusahaan kecil tersebut menghendaki. 
Perusahaan kecil yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 
3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar 
Perusahaan adalah : 
a. Perusahaan yang dijalankan perusahaan yang diurus, 
dijalankan, atau dikelola oleh pribadi, pemiliknya sendiri, 
atau yang mempekerjakan hanya anggota keluarganya 
sendiri 
b. Perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau 
surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang 
diterbitkan oleh instansi yang berwenang; atau 
c. Perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk 
memenuhi keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya 
Apabila perusahaan yang akan dibentuk merupakan 
perusahaan kecil pada dasarnya tidak diwajibkan untuk 
melakukan pendaftaran perusahaan, namun apabila dihendaki 
untuk kepentingan tertentu, tetap dapat mengajukan 
permohonan pendaftaran perusahaan tersebut. 
2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 
Setiap Perusahaan yang melakukan usaha perdangangan 
wajib untuk memilki SIUP. Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 huruf c 
 Peraturan Menteri Perdagangan 46 Tahun 2009, terdapat 
pengecualian kewajiban  memiliki SIUP terhadap Perusahaan 
Perdagangan Mikro dengan kriteria: 
a. Usaha Perseorangan atau persekutuan; 
b. Kegiatan usaha diurus, dijalankan, atau dikelola oleh 
pemiliknya atau anggota keluarga terdekat; dan 
c. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,- tidak 
termasuk tanah dan bangunan. 
Namun, Perusahaan Perdagangan Mikro tetap dapat 
memperoleh SIUP apabila dikehendaki oleh Perusahaan 
tersebut. 
Permohonan SIUP ini diajukan kepada Pejabat Penerbit SIUP 
dengan melampirkan surat permohonan yang ditandatangani 
oleh Pemilik/Pengurus Perusahaan di atas materai yang cukup 
serta dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam Lampiran II 
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2007. 
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 
Memiliki NPWP atas nama pemilik/ penanggung jawab 
perusahaan. 
4. Izin Gangguan 
Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Permendagri 27 Tahun 2009 
tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah, yang 
 dimaksud dengan Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat 
usaha atau kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi 
tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan 
gangguan, tidak termasuk tempat atau kegiatan yang telah 
ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. 
Berikut data yang penulis peroleh dari Dinas Kebudayaan Dan 
Pariwisata Kabupaten Bone banyaknya Kafe dan Warung Kopi Di 
Kota Watampone yang sudah mempunyai izin usaha. 
Tabel nama kafe dan warung kopi yang terdaftar di Kota Watampone. 
No. 
Nama Kafe/Warung 
Kopi 
Pemilik/Marketing Alamat/No.tlpn 
1. Resto Cafe Teras  Jl. Jend Sudirman 
2. WR. Kopi Sederhana  Jl. Vetran 
3. WR. Kopi Gemilang  Jl. Beringin 
4. Cafe Ratulangi  Jl. Latenritatta 
5. Warkop Jaya Asikin  Jl. Makmur 
6. Warkop Megazone  Jl. KH. Agussalim 
7. Warkop Hegar  Jl. Makmur 
8. Warkop Wisma Ria  Jl. Ahmad Yani 
9. Warkop Idola  Jl. G.Kelabat 
10. Warkop Rezky  Jl. Vetran 
11. Warkop Lagaligo  Jl. Orde Baru 
12. Warkop Beringin  Jl. Beringin 
13. Boon Bakery  Jl. Vetran 
14. Cafe Mitasari  Jl. H. Cokroaminoto 
15. Cafe Tropicana  Jl. Vetran 
16. Cafe Boulevard  Jl. Beringin 
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bone, 2016 
 
Data diatas Merupakan data yang dihimpun hingga Maret 2016. 
Berdasarkan data diatas dan dihubungkan dengan penelitian 
langsung dilakukan dilokasi dalam hal ini di kota Watampone  benar 
 bahwa kafe yang muncul belakangan ini sebagian besar belum 
memiliki surat izin usaha dan tidak terdaftar sedangkan warung kopi 
yang penulis teliti yang telah berjalan sekitar belasan atau puluhan 
tahun memang benar telah didaftarkan dan memiliki surat izin usaha 
menurut tabel diatas. Menurut bapak Syamsu Mide selaku pejabat 
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten bone “memang 
sebagian besar pengusaha warung kopi dan kafe-kafe yang baru itu 
belum memiliki izin operasional, karena untuk mendapatkan izin 
operasional dari BP2T (Badan Pelayanan Perizinan Terpadu) harus 
ada rekomendasi dari dinas kebudayaan dan pariwisata terlebih 
dahulu”, lanjutnya “padahal kita sudah menghimbau kepada pemilik 
usahanya untuk memiliki izin operasional, mereka baru mau mengurus 
biasanya ketika akan mengambil kredit di bank yang harus ada izin 
opersional usahanya sebagai persyaratan”.30  Masalah hukum inilah 
yang dikemudian hari dapat menimbulkan masalah. Salah satunya jika 
satu kafe tidak memiliki surat izin usaha atau tidak terdaftar sebagai 
badan usaha maka subjek pajak dan wajib pajak tidak akan dikenai 
pajak dalam hal ini pajak restoran inilah yang nantinya akan 
menimbulkan kecemburuan antara pemilik usaha ini karena jumlah 
pendapatan yang didapatkan pemilik kafe sepenuhnya akan masuk ke 
kantong pribadi pemilik. Lanjutnya seperti yang dikatakan oleh Andi 
Rani pemilik FR Oudoor Cafe bahwa dua tahun pertama membuka 
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 bisnis kafe ini seluruhnya penghasilan masuk ke kantong pribadi, 
sesekali datang petugas Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) minta 
retribusi, tetapi itupun dia tidak tahu kalau retribusi apa yang dibayar 
karena tidak diperlihatkan suratnya dan juga nominalnya juga tidak 
terlalu banyak. 
Hal ini memang tidak terlalu mengganggu bagi kelangsungan 
usaha dari warung kopi dan kafe-kafe ini, daripada mengurusi pesaing 
yang tidak bayar pajak lebih baik mereka fokus mengejar keuntungan 
masing-masing. Tetapi dari satu sisi yang berbeda justru pajak inilah 
yang akan menimbulkan kerugian Negara dan mengurangi 
Pendapatan Asli Daerah pula.  
Penyelesaian konflik melalui antropologi hukum, penulis mendapati 
para pemilik warkop yang memiliki izin hanya membiarkan (lumping it) 
sesuai dengan pendapat Nader dan Todal, juga seperti yang di 
katakan Berlianto 33 tahun pemilik Warkop Gemilang di Jalan Beringin 
“Tidak ada masalah dengan mereka yang tidak membayar pajak dia 
tanggung resikonya sendiri kalau dikemudian hari misalnya ada 
penggusuran mereka tidak bisa apa-apa karena memang mereka 
belum legal”. 31  Adapula pemilik warkop yang penulis kategorikan 
menyelesaikan konflik dengan cara mengelak atau Avoidance 
terhadap kafe-kafe pesaing yang tidak memiliki surat izin usaha. 
Dikatakan Winardi Umur 27 tahun pemilik Warung Kopi Hegar Jalan 
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 Makmur “Kalau dalam hal pajak setiap pemilik usaha harus 
mendaftarkan usahanya, terus soal wajib pajak itu kan demi 
pembangunan, jadi saya kurang respect terhadap kafe-kafe pesaing 
seperti kafenya Andi Rani FR Outdoor Cafe”.32 
Pemilik kafe dan warung kopi baik yang memiliki surat izin maupun 
yang tidak memiliki surat izin pada dasarnya mencoba untuk 
menghindarkan diri masing-masing dari konflik yang lebih lanjut dan 
lebih memilih untuk fokus mengejar keuntungan dari usahanya sendiri 
daripada sibuk mengurusi urusan orang lain. Karena menurut mereka 
para pemilik warung kopi yang sudah belasan tahun ini kalau 
munculnya kafe-kafe belakangan ini merupakan suatu fenomena yang 
biasa  sama halnya dengan fenomena batu akik yang lalu dan 
fenomena ini juga diyakini akan berakhir dengan sendirinya 
disebabkan oleh karakter masyarakat Kota Watampone yang latah 
akan hal baru seperti munculnya kafe-kafe ini.  
Fenomena kafe di Kota Watampone menunjukkan bahwa suatu 
daerah mengalami kemajuan karena kafe-kafe dan warung kopi ini 
merupakan ruang publik atau sarana berinteraksi antara warga 
masyarakat. Tapi banyaknya usaha-usaha yang muncul harus 
dibarengi dengan kontrol dari pemerintah setempat, contoh kecilnya 
adalah mempermudah prosedur pembuatan surat izin usaha. Sesuai 
dengan Peraturan Pemerintah Kabupaten Bone Nomor 42 tahun 2014 
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 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten 
Bone, memang untuk sekarang ini izin usaha untuk kafe dan warung 
kopi disederhanakan dengan hanya memiliki Surat Izin Tempat Usaha 
(SITU) dan Izin Gangguan. Tetapi tetap juga meskipun telah ada 
aturan yang menyederhanakan perizinan kafe dan warung kopi masih 
banyak pemilik usaha yang belum mengurus perizinan. Menurut 
pemilik FR Outdoor Cafe Andi Rani 22 tahun Jalan Makmur “kalau 
proses pembuatan perizinan ini rumit dan lama prosedurnya kemudian 
pelayanan diberbagai dinas terkait seperti di Kantor Kelurahan, Kantor 
Kecamatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata sampai pada Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu ini semua membutuhkan waktu yang cukup lama dan 
pelayanan yang kurang ramah”, 33  sehingga dalam tiga tahun 
berjalannya usahanya ini dia sama sekali tidak memiliki surat izin 
usaha selama dua tahun dan baru pada tahun ketiga dia hanya 
menggunakan surat keterangan usaha dari kelurahan. Dan juga 
sampai saat ini belum ada teguran dari pemerintah setempat terhadap 
keberlangsungan usahanya yang tidak berizin. Hal ini menunjukkan 
perlu perhatian lebih dari pemerintah terhadap persaingan usaha yang 
sehat antara warung kopi dan kafe-kafe.  
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 B. Perlindungan Hukum Terhadap Warung Kopi Di Kota Watampone 
Perlindungan warung kopi dari segi hukumnya ialah tentunya 
perlindungan atau hak-hak yang dimiliki oleh pemilik usaha atau 
pemilik perusahaan kecil seperti warung kopi dan kafe yang menjadi 
sampel dalam skripsi ini. Perlindungan ini tentunya dimiliki oleh 
pemiklik warung kopi atau kafe yang telah mendaftarkan usahnya dan 
memiliki izin operasioanal. Tetapi ada banyak kafe di Kabupaten Bone 
yang saya anggap tetap mendapatkan perlindungan dari pemerintah 
tanpa harus mendaftarkan usahanya terlebih dahulu. Seperti yang 
dimaksud pada pasal 4 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 
Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan 
bahwa jika suatu perusahaan yang didirikan memang hanya untuk 
memenuhi kebutuhan sehari-hari dan hanya memepekerjakan 
keluarga intinya saja, maka dikecualian pendaftaran perusahaannya 
ini tetapi jika mau mendaftarkan perusahaannya ini juga 
diperbolehkan. Contohnya saja pada jajaran tempat Wisata Kuliner 
Kota Watampone di Jalan Mangga, kesemuanya menggunakan nama 
“cafe” pada warungnya. Menurut Bapak Nasruddin 31 tahun pemilik 
Cafe Viera “dari pemerintah sendiri kita boleh buka dari jam 4 sore 
sampai jam 12 malam demi kenyamanan dan keamanan dari warga 
sekitar”34, hal ini juga merupakan suatu bentuk jaminan kemanan dan 
kenyamanan dalam menjalankan usahanya dari pemerintah setempat. 
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 Kemudian juga bapak Nasruddin menyebutkan bahwa ada tarikan 
retribusi dari pemerintah sebanyak Rp. 120.000,00 untuk sewa tempat 
per tiga bulan.  
Tetapi untuk kafe dan warung kopi lainnya yang tidak dikecualikan 
dalam pendaftarannya wajib melakukan pendaftaran perusahaannya 
dan memiliki izin operasional  karena jika tidak memilikinya maka 
tentunya merupakan kejahatan seperti dimaksud pada pasal 32 
Undang-undang no.3 Tahun 1982 yang karena pengusaha tidak 
memenuhi kewajiban diancam pidana penjara selama-lamanya tiga 
bulan kurungan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 
3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Hal ini juga berguna bagi pemerintah 
setempat untuk melakukan upaya pembinaan dan memberikan 
perlindungan hukum bagi usaha-usaha yang melaukan usahanya 
secara jujur, dalam skripsi ini ialah perlindungan hukum bagi warung-
warung kopi yang telah mendaftarkan usahanya. 
Setiap usaha yang terdaftar memiliki perizinan usaha tentunya 
memiliki beberapa hak-hak yang lebih jika dibandingkan dengan yang 
tidak memiliki izin usaha. Seperti pada UU No.28 Tahun 2008 tentang 
Koperasi dan UMKM, pasal 7 ayat satu (1). 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha 
dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan 
yang meliputi aspek :  
a. Pendanaan ; 
b. Sarana dan prasarana 
c. Informasi usaha; 
d. Kemitraan 
e. Perizinan usaha 
 f. Kesempatan berusaha 
g. Promosi Dagang; dan 
h. Dukungan Kelembagaan 
 
Undang-undang menjamin para pelaku UMKM dalam penulisan ini 
adalah warkop dan kafe berbagai aspek untuk penumbuhan iklim 
usaha yang lebih baik. 
Pemberian izin usaha kepada UMKM yang ingin mengurusnya juga 
sudah diatur pada Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2014 tentang 
perizinan untuk UMKM yang tidak dipungut biaya apapun alias gratis. 
Mengingat warkop dan kafe yang muncul belakangan ini yang tidak 
terdaftar sebagai suatu bentuk usaha. Penulis menemukan empat 
warkop yang menjadi sampel pada penulisan ini sudah menjalankan 
usahanya lebih dari 10 tahun bahkan warkop Sederhana sudah 
berjalan selama 40 tahun. Keempat warkop ini mengaku sudah 
mengantongi izin usaha berupa SITU dan SIUP, banyak keuntungan 
yang didapat. Menurut Winiardi pemilik Warkop Hegar “tentu ada 
peran pemerintah, manabisa saya berjualan atau mama saya 
berjualan disini dengan aman selama puluhan tahun kalau tidak ada 
jaminan keamanan dan jaminan kesempatan usaha dari pemerintah. 
Meskipun juga kondisi di daerah sini tingkat kejahatan masih sedikit 
jadi cenderung aman untuk usaha.”35 Bisa dilihat meski tidak langsung 
pemerintah tetap menjamin kesempatan usaha untuk warung kopi 
yang tentunya telah terdaftar ini. Selain kesempatan kerja dan 
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 keamanan, kedepannya jika mereka memiliki masalah hukum maka 
akan dipermudah dengan adanya SITU dan SIUP atau yang 
berhubungan dengan izin usaha dan juga dalam meminjam modal 
pada bank-bank  tertentu akan lebih mudah. 
Berbeda halnya dengan kafe-lafe yang tidak memiliki izin usaha 
maka tidak bisa menuntut apa-apa pada pemerintah jika kemudian 
hari terdapat masalah hukum maka akan mempersulit masalahnya. 
“Tentunya kafe-kafe yang tidak memiliki izin tidak bisa menuntut 
perlindungan hukum atas usahanya dari pemerintah, karena secara 
hukum mereka illegal kan? Beda dengan kafe dan warkop yang sudah 
memiliki izin bisa kita ajak pada setiap pameran kuliner atau misalnya 
sewaktu-waktu warga sekitar komplen dengan keberadaan kafe 
tersebut bisa kita bela, tidak dengan yang illegal itu urusan mereka 
sendiri” 36  kata Andi Ikhwan Burhanuddin S.H, M.Si selaku kepala 
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bone. 
Jelaslah jika suatu usaha tidak memiliki  perizinan usaha, maka 
sedikit yang bisa didapatkan dari pemerintah sedangkan yang memiliki 
perizinan baik itu warkop maupun kafe maka pemerintah menjamin 
iklim usaha yang sehat dan beberapa aspek lainnya seperti 
pendanaan, sarana dan prasaranan, informasi, kemitraan, 
kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan 
kelembangaan. 
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 BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, penulis dapat 
menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Persaingan usaha antara kafe dan warungkopi dalam hal tarik 
menarik pengunjung di Kota Watampone merupakan 
persainggan sehat. Tetapi masalah hukum yang menimbulkan 
konfik adalah jika salah satu satu kafe tidak memiliki surat izin 
usaha atau tidak terdaftar sebagai badan usaha atau 
perusahaan maka  mereka sebagai subjek pajak dan wajib pajak 
tidak akan dikenai pajak dalam hal ini pajak restoran sehingga 
para pemiliki kafe bisa seenaknya menetukan harganya 
tersendiri. Secara tidak langsung akan menimbulkan kerugian 
Negara nantinya dan juga menimbulkan kecemburuan antara 
pemilik usaha ini karena jumlah pendapatan yang didapatkan 
pemilik kafe sepenuhnya akan masuk kekantong pribadi pemilik. 
Penyelesaian konflik melalui antropologi hukum, penulis 
mendapati para pemilik warkop yang memiliki izin hanya 
membiarkan (lumping it) sesuai dengan pendapat Nader dan 
Todal. Penulis juga menemukan kalau pemilik kafe dalam 
sampel penelitian ini seluruhnya adalah etnis mayoritas (suku 
bugis) dan pemilik warung kopi yang memiliki izin usaha adalah 
 semuanya beretnis minoritas atau etnis cina, pada dasarnya 
mencoba untuk menghindarkan diri masing-masing dari konflik 
yang lebih lanjut dan lebih memilih untuk fokus mengejar 
keuntungan dari usahanya sendiri daripada sibuk mengurusi 
urusan orang lain. 
 
2. Perlindungan hukum terhadap warung kopi di Kota Watampone 
tentunya ada sejalan dengan kepemilikan izin atau legalitas dari 
usahanya. Jelaslah jika suatu usaha tidak memiliki  perizinan 
usaha, maka sedikit yang bisa didapatkan dari pemerintah 
sedangkan yang memiliki perizinan baik itu warkop maupun kafe 
maka pemerintah menjamin iklim usaha yang sehat dan 
beberapa aspek lainnya seperti pendanaan, sarana dan 
prasaranan, informasi, kemitraan, kesempatan berusaha, 
promosi dagang dan dukungan kelembangaan. 
 
 
B. Saran  
1. Pemerintah Kabupaten Bone harusnya melakukan pengawasan 
yang lebih ketat akan setiap usaha-usaha baru yang muncul atau 
rutin melakukan pemeriksaan terhadap kafe-kafe dan warung 
kopi, baik dalam memeriksa izin usaha ataupun legalitas dari 
usahanya dan juga penegakan perda harus lebih tegas disertai 
dengan sanki yang tegas. 
 2. Warga masyarakat pun juga harus sadar akan pentingnnya 
melegalakan usaha yang mereka jalankan. Bukan hanya untuk 
sekedar formil saja tetapi izin tersebut pasti akan bermanfaat 
dikemudian hari. Jangan sampai tidak memiliki izin akan 
membuat para kompetitor lainnya merasa dicurangi atau 
dirugikan, selain itu dengan terdaftarnya usaha dapat pula 
membantu pembangunan suatu daerah. Mengingat pendaftaran 
izin usaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tidak dikenakan 
biaya apapun. 
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